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ABSTRAK
PENEGAKANHUKUMBERBASISKEADILANRESTORATIFJUSTICE TERHADAPANAK KORBAN NARKOTIKA DI KABUPATEN KARO


SriWahyuniGinting (235114168)
Penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika merupakantantanganseriusdalamsistemperadilanpidanaanakdiIndonesia.Anak dalam kasus ini tidak selalu berperan sebagai pelaku kriminal, melainkan kerap menjadikorbandarilingkungansosialyangrusak,lemahnyapengawasankeluarga, serta pergaulan bebas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan keadilan restoratif terhadap anak korban narkotika di Kabupaten Karo, serta menganalisis hambatan dan solusi yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitianinimenggunakanmetodekualitatifdeskriptifdenganpendekatanyuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber dari BNNKKaro,SatresNarkobaPolresKaro,DinasSosial,tenagapendidik,sertaanak yang pernah menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratifdiKabupatenKarotelahdiupayakanmelaluipendekatanrehabilitatifoleh BNNK dan diversi oleh kepolisian. Namun, penerapan ini belum optimal karena kurangnya sumber daya, rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum tentang konsep keadilan restoratif, serta keterbatasan fasilitas rehabilitasi anak di daerah. Meski demikian, adanya kolaborasi antara instansi terkait dan pendekatan humanis telah memberikan dampak positif bagi pemulihan sosial dan psikologis anak. Dengan demikian, pendekatan keadilan restoratif terhadap anak korban narkotika di Kabupaten Karo perlu terus diperkuat, baik melalui peningkatan pemahaman aparat, penyediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai, maupun dukungan sosial dari keluarga dan masyarakat.


Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Anak, Narkotika, Penegakan Hukum, Kabupaten Karo
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"LAWENFORCEMENTBASEDONRESTORATIVEJUSTICEFORCHILD VICTIMS OF NARCOTICS IN KARO REGENCY"


SriWahyuniGinting (235114168)

Lawenforcementtowardchildreninvolvedinnarcoticsabusepresentsasignificant challenge within Indonesia’s juvenile justice system. These children are often not perpetrators, but rather victims of unfavorable social environments, weak family supervision, and negative peer influence. This study aims to examine the implementationofrestorativejusticeforchildvictimsofnarcoticsinKaroRegency andtoanalyzetheobstaclesandpotentialsolutionsinitsapplication.Thisresearch employs a descriptive qualitative method with a juridical-sociological approach. Data were collected through in-depth interviews with key stakeholders, including representatives from the National Narcotics Agency of Karo (BNNK Karo), the NarcoticsUnitoftheKaroPolice,theSocialServiceOffice,educators,andchildren who had experienced narcotics abuse. Secondary data were also obtained from legislation and official documents. The findings indicate that efforts to implement restorative justice in Karo Regency have been made through rehabilitative approaches led by BNNK and diversion mechanisms applied by law enforcement officers. However, these efforts remain suboptimal due to limited resources, insufficientunderstanding of restorativejustice principlesamong law enforcersand the community, and a lack of adequate rehabilitation facilities for children. Nevertheless, inter-agency collaboration and the application of humanistic approacheshave shownpositiveimpactsonthe socialandpsychologicalrecovery ofaffectedchildren.Therefore,therestorativejusticeapproachforchildvictimsof narcoticsinKaroRegencymustbestrengthenedthroughcapacity-buildingforlaw enforcement, improved rehabilitation infrastructure, and sustained support from families and communities.
Keywords: Restorative Justice, Child, Narcotics, Law Enforcement, Karo Regency
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Assalamu’alaikumWr.Wb


’ٰيٓاَيُّهَاالَّذِيْنَ’امَنُوْاهَلْاَدُلُّكُمْعَ’لىتِجَارَ„ةتُنْجِيْكُمِْمنْعَذَا„باَلِيْ„م(١٠)
تُؤْمِنُوْنَبِاٰللِّوَرَسُوْلِ,هوَتُجَاهِدُوْنَفِيْسَبِيْلِٰاللِّبِاَمْوَالِكُمْوَاَنْفُسِكُمْ’ذلِكُمْخَيْرلَّكُمْاِنْكُنْتُمْتَعْلَمُوْنَ(١١)


Artinya ; “hai orang orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaanyangdapatmenyelamatkanmudariazabyangpedih?,(yaitu)kamu
berimankepadaAllahdanRasulnyadanberjihaddijalanAllahdenganhartadan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”


SyukurAlhamdulillahpemulisucapkanterhadapKehadiratAllahSWT,yangtelag melimpahkan Rahmat hidayah, dan karunianya pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Judul yang penulis pilih dalam penulisan Skripsi ini adalah: “PENEGAKAN HUKUM BERBASIS KEADILAN RESTORATIF JUSTICE TERHADAPANAK KORBAN NARKOTIKA”.
Fungsi skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum ProgramStudi Ilmu Hukum.
Dalampenyelesaianskripsiinipenulisbanyaksekalimendapatkanbantuan dari berbagai pihak, baik itu dalam bentuk material mauoun moril. Untuk itu poenulis mengucapkan terima kasih terutama kepada :
1. Bapak Dr. Firmansyah, M.Si selaku Rektor Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan.
2. Bapak Dr.Anwar Sadat, S.Ag.,M.Hum selaku Wakli Rektor I Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan.



3. Bapak Dr. Dedy Juliandry Panjaitan, M.Si selaku Wakil Rektor II Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan.
4. BapakDr.SamsulBahri,M.SiselakuWakilRektorIIIUniversitasMuslim Nusantara Al Washliyah Medan.
5. Ibu Dr.Halimatul Maryani, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan.
6. Ibu Tri Reni Novita, S.H.,M.H sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan.
7. Bapak Dr. Muhammad Hizbullah,S.H.I.,M.A selaku Wakil Dekan II Ilmu Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan sekaligus selaku Dosen Penguji II.
8. Bapak Dr. Syahrul Bakti Harahap, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim;Nusantara Al Washliyah Medan sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk memberikan bimibingan, arahan dan wejangan selama proses penulisan skripsi ini.
9. BapakBonandaJapatani,S.H.,M.HselakudosenpengujiI.

10. Bapak/Ibu Dosen Penguji Proposal Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan
11. Orang tua tercinta yang dengan sabar dan tidak pernah Lelah dalam mendidik dan memberi cinta yang tulus dan Ikhlas kepada penullis serta sangat banyak memberikan doa dan dukungan kepada penulis;





12. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
Akhir kata penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis danparapembacasekalian.DansegalaamalkebaikanyangtelahBapak/IbuDosen, Keluarga dan Sahabatku berikan akan mendapat balasan yang berlipat dari Allah SWT kelak di kemudian hari. Amin. Terima kasih
Medan,Mei2025
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BABI

[bookmark: _bookmark4]PENDAHULUAN
A. [bookmark: _bookmark5]LatarBelakang Masalah
Perkembangan kasus narkotika di Indonesia selama beberapa dekade terakhir menunjukkan tren yang sangat mengkhawatirkan. Penyalahgunaan narkotika tidak lagi terbatas pada orang dewasa, namun telah merambah ke kalangan anak-anak dan remaja yang rentan secara psikologis dan sosial. Anak- anak yang seharusnya menjadi fokus perlindungan dan pembinaan justru menjadi korban penyalahgunaan narkotika yang mengancam masa depan mereka serta membawadampakseriusterhadapperkembanganfisik,mental,dansosialmereka. Kondisi ini menjadi persoalan besar bagi bangsa Indonesia karena anak-anak merupakan aset strategis dalam pembangunan nasional dan regenerasi generasi masa depan.
DatadariBadanNarkotikaNasional(BNN)dankepolisiansecarakonsisten menunjukkan peningkatan signifikan jumlah anak-anak yang terlibat dalam kasus narkotika, baik sebagai korban penyalahgunaan maupun sebagai pelaku tindak pidananarkotika.Faktor-faktorpenyebabanak-anakterjerumuskedalamnarkotika sangat kompleks dan beragam. Selain pengaruh lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan kurangnya pengawasan, pengaruh teman sebaya dan pergaulan negatif, juga minimnya edukasi mengenai bahaya narkotika, menjadi penyebab utama yang memicu terjerumusnya anak ke dalam dunia narkotika.
Sebagaicontohkasuskonkret,padaawaltahun2023,seoranganakberusia 15tahundidaerahBekasitertangkapaparatkepolisiankarenakedapatanmembawa narkotikajenisganja.Anaktersebutmengakuterjerumuskedalamnarkobaakibat


 (
71
)

tekanan lingkungan sekolah dan pengaruh teman sebaya yang lebih dulu menggunakannarkotika. Proseshukum yang dijalanianak ini berlangsung dengan pendekatan hukum formal yang cenderung represif dan berorientasi pada pemidanaan. Anak tersebut sempat menjalani proses penahanan dan menjalani proses peradilan yang membuatnya mengalami tekanan psikologis dan stigma sosialdarimasyarakatsekitar.Kasusinimemperlihatkanbetapapenegakanhukum konvensional masih kurang mampu memberikan solusi terbaik bagi pemulihan anak dan mendorong reintegrasi sosialnya.
Pendekatan hukum yang selama ini digunakan dalam menangani anak korban narkotika masih didominasi oleh tindakan represif dan punitif, yang mengutamakanaspekpenghukumansemata.Pendekataninikurangmemperhatikan aspekrehabilitasidanperlindungankhususyangseharusnyadiberikankepadaanak sesuai dengan prinsip hak anak dan perlakuan khusus yang diatur dalam konvensi internasional maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akibatnya, anakkorbannarkotikakerapmengalamistigmatisasisosial,isolasidarilingkungan, dan kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri. Hal ini berpotensi memperburuk kondisi psikologis dan sosial anak sehingga meningkatkan risiko mereka kembali terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika.
Dalam upaya mencari solusi atas permasalahan tersebut, konsep keadilan restoratifmunculsebagaiparadigmabaruyanglebihhumanisdanberorientasipada pemulihan.Keadilanrestoratiftidakhanyamelihatanaksebagaipelakuyangharus dihukum, tetapi juga sebagai individu yang perlu mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui proses dialog, musyawarah, dan penyelesaian bersama antaraanak,keluarga,korban,danmasyarakat.Pendekataniniberfokuspada

pemulihan kerugian yang dialami oleh semua pihak serta memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana, sekaligusmembuka ruang bagi rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak.
Namun demikian, implementasi penegakan hukum berbasis keadilan restoratif terhadap anak korban narkotika masih menghadapi berbagai hambatan dankendala.Salahsatukendalautamaadalahkurangnyapemahamandankesiapan aparatpenegakhukumdalammenerapkanprinsip-prinsipkeadilanrestoratifsecara konsisten. Banyakaparathukum yang masih terpakupadaprosedur hukum formal yang bersifat retributif dan belum sepenuhnya menginternalisasi nilai-nilai restoratif.Selainitu,keterbatasanfasilitasdansaranarehabilitasikhususanakyang memadai menjadi kendala serius dalam pelaksanaan pendekatan ini.Tidak jarang, anakkorbannarkotikaharusmenjalaniprosesrehabilitasiyangtidaksesuaidengan kebutuhan perkembangan usia dan psikologis mereka.
Selainkendaladarisisiaparathukum,stigmasosialyangmelekatpadaanak korban narkotika juga menjadi tantangan besar dalam proses reintegrasi sosial mereka. Anak yang pernah terlibat narkotika sering dianggap sebagai beban dan sumber masalah oleh lingkungan masyarakat sekitar, sehingga mereka mengalami pengucilandandiskriminasi.Situasiini tentubertentangandengantujuankeadilan restoratif yang ingin mengembalikan anak ke dalam lingkungan sosial secara normal dan produktif. Kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat turut memperberat kondisi anak untukdapat sembuh danberubahmenjadi pribadi yang lebih baik.
Lebih jauh lagi, secara regulasi, meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun2012tentangSistemPeradilanPidanaAnaktelahmengadopsiprinsip

keadilan restoratif sebagai pendekatan utama dalam penanganan perkara anak, dalampraktiknyamasihditemukankesenjanganbesarantarateoridanpelaksanaan di lapangan. Banyak kasus anak korban narkotika yang masih diproses secara konvensional dan formalistik, tanpamelalui mekanismemediasi dan penyelesaian alternatifyangberorientasi pada pemulihan. Halinimenunjukkan perlunya evaluasi mendalam dan penguatan sistem agar prinsip keadilan restoratif dapat diterapkan secara optimal dalam penegakan hukum terhadap anak.
Dari berbagai uraian tersebut, sangat jelas bahwa penegakan hukum berbasis keadilan restoratif terhadap anak korban narkotika merupakan kebutuhan mendesak yang harus mendapatkan perhatian serius dari semua pihak, terutama aparat penegak hukum, pemerintah, serta masyarakat luas. Penelitian mengenai bagaimana implementasi pendekatan ini berjalan, kendala yang dihadapi, serta strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut sangat penting dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kebijakan hukum anak yang lebih humanis, efektif, dan mampu memberikan perlindungan sekaligus rehabilitasi bagi anak-anak yang menjadi korban narkotika.
Dengandemikian,anak-anakyangselamainiterjeratdalamkasusnarkotika tidak hanya menjadi objek hukuman semata, tetapi juga penerima keadilan yang sesungguhnya, yang mendapat kesempatan untuk pulih, tumbuh, dan berkembang secara optimal dalam lingkungan sosial yang mendukung. Hal ini bukan hanya pentingbagimasadepananaktersebutsecaraindividu,tetapijugabagimasadepan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Situasi ini menuntut adanya penelitian yang mendalam mengenai bagaimanapenerapanpenegakanhukumberbasiskeadilanrestoratifterhadapanak korban narkotika berjalan di Indonesia, kendala-kendala apa saja yang dihadapi, serta solusi dan strategi yang dapat ditempuh untuk mengoptimalkan pendekatan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangankebijakanhukumanakyanglebihhumanis,sertamenjadireferensi bagi aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam menangani kasus anak korban narkotika dengan pendekatan yang lebih adil dan efektif.
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul Proposal Skripsi : “Penegakan Hukum Berbasis Keadilan Restoratif Justice terhadap Anak Korban Narkotika”.
B. [bookmark: _bookmark6]RumusanMasalah


Daripenjelasansertauraian-uraianyangtelahpenuliskemukakanpadalatar belakang di atas, maka penulis menetapkan permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. BagaimanaPenerapanKeadilanRestoratifdalam SistemPeradilanPidana?

2. Faktor-faktorapasajakahyangmenghambatTerlaksanayaPenerapan Keadilan Restoratif terhadap Anak yang Menggunakan Narkotika?
3. Bagaimana Upaya Penegakan Hukum agar Penerapan Keadilan Restoratif berjalan dengan Optimal?
C. [bookmark: _bookmark7]TujuanPenelitian


Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana.
2. Untuk Mengetahui Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat Terlaksanaya Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Anak yang Menggunakan Narkotika.
3. UntukMengetahuiUpayaPenegakanHukumagarPenerapanKeadilan Restoratif berjalan dengan Optimal?
D. [bookmark: _bookmark8]Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian penelitian ini Untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Medan adalah sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis untuk memberikan pemikiran Hukum Pidana terhadap Keadilan Restoratif.
2. Manfaat praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahan di bidang hukum dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

[bookmark: _bookmark9]BAB II TINJAUANPUSTAKA
A. [bookmark: _bookmark10]PengertianAnak
Pengertian anak dalam konteks hukum merupakan hal fundamental yang menjadi dasardalammenentukanbentukperlakuannegara terhadapindividuyang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. Secara umum, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia dewasa dan masih memerlukan perlindungan khusus, baik dari segi fisik, mental, sosial, maupun hukum.
Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa:
"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."
Pengertian ini menegaskan bahwa setiap individu di bawah usia 18 tahun berada dalam kategori anak dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan tumbuh kembang yang layak.
Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), terdapat pengertian anak yang lebih spesifikterkaitdengansistemperadilanpidana.Pasal1angka3menyatakanbahwa:
"Anakadalahanakyangdalamperkaraanakberkonflikdenganhukumtelah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah."

Dengan demikian, dalam konteks peradilan pidana anak, batas usia minimum yang dikenakan tanggung jawab pidana adalah 12 tahun, dan batas usia maksimumnya adalah 18 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa hukum nasional memberikanperlakuankhususkepadaanakyangberhadapandenganhukum,yaitu dengan tidak serta-merta memperlakukannya seperti orang dewasa.
Dalam perspektif internasional, Konvensi Hak Anak (Convention on the Rightsofthe Child/CRC) yangtelahdiratifikasi olehIndonesiamelalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, memberikan definisi serupa bahwa:
"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak, usia kedewasaan dicapai lebih awal."
Definisi ini menjadi acuan penting bagi negara-negara anggota PBB untuk memastikan bahwa anak diperlakukan secara manusiawi, bermartabat, dan disesuaikan dengan tingkat perkembangan usianya. Pendekatan ini mengandung prinsip "the best interest of the child", yaitu bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
Selain itu, menurut pakar hukum anak Arist Merdeka Sirait (2015), anak merupakan individu yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan sehingga segala bentuk penanganan terhadap perilaku menyimpang atau pelanggaran hukum harus dilakukan dengan pendekatan yang bersifat mendidik, membimbing, dan memulihkan. Oleh karena itu, dalam berbagai kasus hukum sepertipenyalahgunaannarkotika,anaktidakdapatdipandangsebagaipelaku

kriminal semata, tetapi harus dilihat sebagai individu yang rentan, yang membutuhkan perlindungan dan pembinaan, bukan pembalasan.
Dalam hukum pidana, posisi anak sebagai pelaku juga berbeda secara prinsipil dengan orang dewasa. Anak dianggap belum memiliki kematangan berpikir, pengendalian diri, dan tanggung jawab sosial yang setara dengan orang dewasa. Oleh karena itu, sistem peradilan anak lebih mengedepankan pendekatan restoratif dan diversi, agar anak dapat dipulihkan kembali ke dalam lingkungan sosialnya tanpa harus melalui proses pemidanaan yang merusak masa depannya.
Denganmemahamipengertiananaksecarakomprehensifdariaspekhukum nasional maupun internasional, maka pendekatan yang digunakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus memperhatikan sifat khusus anak yang masih dalam tahap perkembangan. Ini sejalan dengan paradigma hukum modern yang lebih humanis, edukatif, dan rehabilitatif dalam perlakuan terhadap anak, terutama dalam kasus penyalahgunaan narkotika.
B. [bookmark: _bookmark11]PengertianAnakDalamPerspektifHukum


Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan aspek krusial yang menekankan pada pendekatan yang berbeda dari sistem peradilan pidana umum. Hal ini dikarenakan anak-anak dianggap sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan, sehingga memerlukanperlakuankhususyangmenjaminhak-haknyadanmendukungproses tumbuh kembangnya secara optimal.
Menurut Arif Gosita (1985), perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungianakagardapatmelaksanakanhakdankewajibannya.Iamenekankan

bahwa perlindungan hukum terhadap anak mencakup peraturan-peraturan hukum formal dan materil yang bertujuan untuk melakukan pembinaan atau pembelaan serta perlindungan hak terhadap perbuatan tindak pidana dan perbuatan melawan hukum yang timbul dari dan untuk kepentingan anak.
Barda Nawawi Arief (1996) menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi anakdapatdiartikansebagaiupayaperlindunganterhadapberbagaikebebasandan hak asasi anak serta berbagai kepentingan dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan anak, agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.
Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan dan pembinaan. Setiap tahapan tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak, seperti kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap hak anak.
Selain itu, sistem peradilan pidana anak juga mengedepankan pendekatan diversi, yaitu penyelesaian perkara di luar proses peradilan, untuk menghindari dampak negatif dari proses hukum terhadap perkembangan anak.
Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan upaya komprehensif yang melibatkan berbagai aspekhukumdanpendekatanyangberorientasipadakepentinganterbaikbagianak.
C. [bookmark: _bookmark12]TeoriperlindunganAnakDalamSistemPeradilanPidana

Teori perlakuan khusus terhadap anak dalam sistem peradilan pidana menekankan bahwa anak-anak memiliki tingkat kematangan psikologis dan emosionalyangberbedadenganorangdewasa.Olehkarenaitu,pendekatanyang

digunakan dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum harus berbeda, dengan fokus pada pembinaan dan rehabilitasi.

Menurut John E. B. Myers (2003), sistem peradilan pidana anak harus mengutamakan aspek pembinaan dan rehabilitasi sehingga anak tidak hanya dipandang sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan bimbingan dan perlindungan. Pendekatan ini bertujuan untuk membantuanakmemahamikesalahannyadanmendorongperubahanperilakuyang positif.

Penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum anak merupakan wujud nyata dari teori ini. Dalam keadilan restoratif, anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak hanya dilihat sebagai subjek hukum yang bersalah, melainkan juga sebagai pihak yang perlu pemulihan dan reintegrasi sosial. Proses ini melibatkan pelaku, korban, dan komunitas untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dan memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana.

Di Indonesia, pendekatan keadilan restoratif telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini menekankan pentingnya diversi, yaitu pengalihan penyelesaianperkaraanakdariprosesperadilanpidanakeprosesdiluarperadilan. Diversibertujuanuntukmenghindarkananakdaristigmanegatifdandampakburuk dari proses peradilan formal.

Penelitian oleh Wikan Sinatrio Aji (2019) menunjukkan bahwa penerapan keadilanrestoratifmelaluidiversidiIndonesiamasihmenghadapiberbagai

tantangan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang konsep keadilan restoratif dan keterbatasan sumber daya pendukung. Namun, pendekatan ini tetap dianggap efektif dalam mengurangi residivisme dan meningkatkan kepuasan korban.

Selain itu, studi oleh Pratiwi (2019) mengungkapkan bahwa keadilan restoratif dapat memberikan manfaat psikologis bagi anak pelaku tindak pidana, seperti meningkatkan rasa tanggung jawab dan empati terhadap korban. Hal ini penting untuk mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak.

Implementasi keadilan restoratif juga sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak, yang menekankan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Dengandemikian,pendekataninitidakhanyamemenuhiaspekhukum,tetapijuga aspek hak asasi manusia.

Namun, untuk memastikan keberhasilan penerapan keadilan restoratif, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Pelatihan dan sosialisasi tentangkonsepdanpraktikkeadilanrestoratifperluditingkatkanagarsemuapihak memahami dan mampu menerapkannya secara efektif.

Dalam konteks kasus narkotika, pendekatan keadilan restoratif dapat membantu anak pelaku untuk memahami dampak buruk dari penyalahgunaan narkotika dan mendorong mereka untuk menjalani rehabilitasi. Hal ini penting untuk mencegah keterlibatan anak dalam tindak pidana serupa di masa depan.

Secara keseluruhan, teori perlakuan khusus terhadap anak dalam sistem peradilan pidana dan penerapan keadilan restoratif memberikan kerangka kerja yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak.

D. [bookmark: _bookmark13]Pengertian Narkotika

Narkotikaadalahzatatauobatyangberasaldaritanamanataubukantanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, hingga menimbulkan ketergantungan. Pengertianini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35Tahun2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1, yang menyebutkan bahwa:

"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan."

Bagi anak, penyalahgunaan narkotika memiliki dampak yang sangat serius dan luas, tidak hanya pada aspek kesehatan fisik, tetapi juga pada perkembangan psikologis, sosial, dan pendidikan. Secara medis, narkotika dapat merusak sistem saraf pusat, menyebabkan gangguan kognitif, melemahkan daya ingat, serta menghambat pertumbuhan tubuh. Secara psikologis, anak yang menyalahgunakan narkotika cenderung mengalami perubahan perilaku, depresi, kecemasan, bahkan berisiko tinggi melakukan tindakan kriminal.

Darisisisosial,anakpenggunanarkotikarentanmengalamipenolakansosial, konflik keluarga, dan terjerumus dalam pergaulan bebas serta tindak pidana lain. Selain itu, penyalahgunaan narkotika pada usia anak sangat berbahaya karena terjadi pada masa pembentukan karakter, sehingga dapat menghancurkan masa depan anak dan merusak potensi generasi muda.

Karena itu, anak yang menjadi penyalahguna narkotika seharusnya tidak semata-matadiposisikansebagaipelakukejahatan,melainkansebagaikorbanyang memerlukan pertolongan, rehabilitasi, dan pemulihan melalui pendekatan hukum yang humanis dan restoratif.

E. [bookmark: _bookmark14]TeoriRehabilitasidanReintegrationSosial

Teori rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana anak menekankan pentingnya pemulihan dan reintegrasi sosial anak yang berkonflik dengan hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu anak kembali berfungsi secara optimal dalam masyarakat, dengan memperhatikan aspek medis, psikologis, sosial, dan edukatif.

Menurut Johan Galtung (1967), keadilan tidak hanya berkaitan dengan pemberianhukuman,tetapijugatentangbagaimanamemperbaikikerusakansosial dan mencegah terulangnya perilaku kriminal. Dalam konteks ini, rehabilitasi menjadi sarana untuk mengatasi akar permasalahan yang menyebabkan anak melakukantindakpidana,sertamencegahmerekakembaliterlibatdalamkejahatan.

Prof. Dr. Soerjono Soekanto menekankan bahwa sistem peradilan pidana anakharusberfokuspadarehabilitasidanreintegrasisosial.Beliauberpendapat

bahwa pendekatanini memberikanpeluangbagi anakuntukmemahami kesalahan mereka dan memperbaiki perilaku mereka, sehingga dapat kembali diterima oleh masyarakat tanpa stigma negatif .

Reintegrasi sosial merupakan tahap akhir yang krusial dalam proses rehabilitasi anak. Tujuannya adalah agar anak yang pernah menjadi korban atau pelaku penyalahgunaan narkotika dapat diterima kembali oleh keluarga dan masyarakat. Pendekatan ini sangat penting dalam sistem keadilan restoratif, yang mengedepankan pemulihan hubungan dan harmoni sosial dibandingkan penghukuman .

Implementasi keadilan restoratif di Indonesia telah diakomodasi dalam berbagaiperaturanperundang-undangan,sepertiUndang-UndangNomor11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan ini diwujudkan dalam bentuk diversi, mediasi, dan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yang bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi, inklusif, dan berkelanjutan .

Dalam praktiknya, proses reintegrasi sosial anak yang berhadapan dengan hukummelibatkanberbagaitahapan,seperticaseconference,penilaian,konfirmasi ke pihak sekolah, lingkungan, dan keluarga, serta bimbingan lanjut. Namun, pelaksanaanprograminimasihmenghadapiberbagaitantangan,sepertikurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang konsep keadilan restoratif dan keterbatasan sumber daya pendukung .

Partisipasi aktif masyarakat juga sangat penting dalam mendukung keberhasilan program reintegrasi sosial. Keterlibatan masyarakat dapat membantu menciptakanlingkunganyangmendukungreintegrasianakdanmengurangistigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum .

Pemerintah dan aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam memperbaiki sistem peradilan pidana anak. Mereka perlu memastikan bahwa pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial diterapkan secara efektif, serta menyediakan sumber daya dan pelatihan yang diperlukan bagi para pelaksana program .

Secara keseluruhan, teori rehabilitasi dan pendekatan keadilan restoratif memberikan kerangka kerja yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak, sehingga mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab.

F. [bookmark: _bookmark15]TeoriKeadilanRestoratf(RestorativeJustice)

Keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam penanganan pelanggaran hukum yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hubungan antar manusia, bukan sekadar pelanggaran terhadap hukum negara. Solusi hukum dalam keadilan restoratif berfokus pada dialog, rekonsiliasi, dan pemulihan, dengan tujuan memperbaiki kerusakan sosial dan mencegah terulangnya perilaku kriminal.

Menurut Howard Zehr (2002), pelopor keadilan restoratif, pendekatan ini melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam suatu pelanggaran untuk bersama-sama mengidentifikasi dan menangani kerugian, kebutuhan, dan kewajiban, guna menyembuhkan dan mengembalikan keadaan seadil mungkin. Zehrmenekankanpentingnyaprosesyanginklusifdanpartisipatifdalammencapai keadilan yang sejati .

Dalam konteks anak korban narkotika, keadilan restoratif dapat diimplementasikan melalui mediasi, rehabilitasi, dan keterlibatan keluarga serta masyarakat dalam proses pemulihan. Pendekatan ini bertujuan agar anak tidak sekadar dihukum, tetapi juga mendapat kesempatan untuk berubah dan kembali diterima oleh masyarakat. Implementasi keadilan restoratif dalam kasus anak korbannarkotikadiIndonesiatelahdiaturdalamUndang-UndangNomor11Tahun 2012tentangSistemPeradilanPidanaAnak,yangmenekankanpadaprinsipdiversi dan perlindungan hak anak .

Mediasi dalam keadilan restoratif memungkinkan pelaku dan korban untuk salingberkomunikasidanmemahamidampakdaritindakanyangdilakukan.Proses inidapatmembantuanakkorbannarkotikauntukmenyadarikesalahanmerekadan berkomitmen untuk tidak mengulanginya. Selain itu, mediasi juga memberikan ruangbagikorbanuntukmenyampaikanperasaandankebutuhanmereka,sehingga tercipta pemulihan yang saling menguntungkan .

Rehabilitasi merupakan bagian integral dari keadilan restoratif, terutama dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Pendekatan rehabilitatif berfokus pada pemulihanfisikdanpsikologisanak,denganmenyediakanlayananmedis,

konseling,dandukungansosial. Tujuannyaadalahuntukmembantuanakmengatasi ketergantungan narkotika dan mengembangkan keterampilan hidup yang positif, sehingga mereka dapat berfungsi secara optimal dalam masyarakat

Keterlibatankeluargadalamproseskeadilanrestoratifsangatpenting,karena keluargamerupakanunit sosial pertama yangmempengaruhi perkembangananak. Melalui keterlibatan keluarga, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang mendukung proses pemulihan anak dan mencegah terjadinya perilaku kriminal di masadepan.Keluargajugadapatberperandalammemberikandukunganemosional dan sosial yang diperlukan anak selama proses rehabilitasi .

Masyarakatjugamemilikiperandalammendukungproseskeadilanrestoratif bagi anak korban narkotika. Melalui program-program edukasi dan kesadaran sosial,masyarakatdapatmembantumengurangistigmaterhadapanakyangterlibat dalam kasus narkotika dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk reintegrasisosialmereka. Pendekataninisejalandenganprinsipkeadilanrestoratif yang menekankan pada pemulihan hubungan dan harmoni sosial .

Namun,implementasikeadilanrestoratifdalamkasusanakkorbannarkotika di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang konsep keadilan restoratif, keterbatasan sumber daya pendukung, dan kurangnya koordinasi antara lembaga terkait. Untuk itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat untuk mengatasi tantangan tersebut dan memastikan keberhasilan penerapan keadilan restoratif .

Penerapan keadilan restoratif dalam kasus anak korban narkotika juga memerlukandukungandarisistemperadilanyangsensitifterhadapkebutuhananak. Hal ini mencakup pelatihan bagi aparat penegak hukum, penyediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai, dan pembentukan kebijakan yang mendukung implementasi keadilan restoratif. Dengan demikian, diharapkan anak korban narkotika dapat memperoleh perlindungan hukum yang optimal dan kesempatan untuk memperbaiki diri .

Secara keseluruhan, keadilan restoratif menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani kasus anak korban narkotika. Dengan menekankan pada pemulihan hubungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, diharapkan anak dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab. Namun, keberhasilan implementasi keadilan restoratif memerlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak terkait .

G. [bookmark: _bookmark16]PerlindunganAnakDalamHukumNasionaldanInternasional

Indonesia, sebagai bagian dari komunitas internasional, telah menunjukkan komitmen kuat dalam melindungi hak-hak anak melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diimplementasikan lewat Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut menegaskan prinsip bahwaanakyangberhadapandenganhukumharusdiperlakukansecaramanusiawi dan dijaga martabatnya. Dalam konteks ini, anak berhak mendapatkan bantuan hukum yang memadai, perlindungan dari segala bentuk kekerasan, serta akses terhadap program rehabilitasi yang mendukung pemulihan dan perkembangan mereka.

Pelaksanaan prinsip-prinsip internasional tersebut selanjutnya diakomodasi dalamberbagairegulasinasionalyangmenguatkanperlindunganhukumbagianak, khususnyayangberkonflikdenganhukum.Undang-UndangNomor35Tahun2014 tentangPerlindungan Anaksecara komprehensif mengatur hak-hakanaktermasuk perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak yang terlibat dalam proses hukum harus mendapatkan perlakuan khusus yang mengutamakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial daripada semata-mata hukuman.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur perlindungan bagi anak yang menjadi korban maupun pelaku penyalahgunaan narkotika, menitikberatkan pada pendekatan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif danrehabilitatif. Ketiga regulasi ini menjadi fondasi hukum yang kuat untuk mendorong pendekatan penegakan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan dan pemenuhan hak-hak anak, sehingga mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal dan mengurangi risiko stigmatisasi sosial.

Dengan demikian, perpaduan antara ratifikasi instrumen internasional dan implementasi regulasi nasional menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih inklusif dan manusiawi, terutama dalam menghadapi permasalahan hukum dan penyalahgunaan narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia berupaya menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi anak demi mewujudkan keadilan yang berperspektif anak.

H. [bookmark: _bookmark17]KerangkaTeori

Dalampenelitianini,terdapatbeberapateoriutamayangmenjadilandasan konseptual dalam menganalisis penanganan anak korban narkotika, antara lain:

1. [bookmark: _bookmark18]TeoriKeadilanRestoratif

Teori keadilan restoratif menekankan bahwa keadilan sejati tidak hanya terpaku pada penghukuman pelaku tindak pidana, melainkan lebih pada pemulihan hubungan yang rusak antara pelaku, korban, dan masyarakat luas. Howard Zehr (2002) sebagai pelopor teori ini menjelaskan bahwa kejahatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap hubungan sosial, sehingga proses penyelesaian harus melibatkan dialog terbuka, musyawarah, dan langkah- langkahpemulihanharmonisosial.Pendekataninimenjadisangatrelevandalam konteks anak korban narkotika, di mana fokusnya bukan sekadar memberikan sanksi,tetapijugamemberikanruangbagirehabilitasidanreintegrasisosialanak agarmerekadapatkembaliberfungsisecarapositifdalamlingkungansosialnya.

2. [bookmark: _bookmark19]TeoriPerlindunganAnakdalamHukumPidana

Teori ini menegaskan pentingnya perlakuan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, berdasarkan fakta bahwa anak masih dalam tahap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial yang rentan. Prinsip ini sangat didasarkan pada Konvensi Hak Anak (United Nations, 1989) yang mengatur bahwa anak harus memperoleh perlindungan hukum yang memadai agar tidak mengalami kerugian lebih lanjut akibat proses peradilan. Perlindungan khusus inimeliputihakatasbantuanhukum,perlindungandarikekerasandanperlakuan yangmerugikan,sertaaksesterhadapprogramrehabilitasiyangmendukung

tumbuh kembang mereka secara optimal. Dengan pendekatan ini, sistem peradilanpidanaanakdiharapkandapatmemberikanperhatianlebihpadaaspek pemulihan daripada semata-mata penghukuman.

3. [bookmark: _bookmark20]TeoriPenegakanHukumBerbasisKeadilan

Lawrence Friedman (1975) mengemukakan bahwa penegakan hukum bukan hanya soal penerapan norma hukum secara kaku dan mekanistis, tetapi juga harus memperhatikan konteks sosial serta prinsip keadilan substantif. Dalam konteks anak korban narkotika, teori ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang mengedepankan aspek rehabilitasi dan pemulihan daripada penghukuman yang bersifat represif. Pendekatan ini bertujuan agar proses hukum tidak malah menimbulkan kerugian sosial dan psikologis bagi anak,melainkanmembantumerekamemperbaikidiridanmenghindariperilaku kriminal di masa depan. Dengan demikian, penegakan hukum yang adil harus mampumenyeimbangkanantarakepentinganhukumdanperlindunganterhadap hak-hak anak.

Secara keseluruhan, ketiga teori ini saling melengkapi dalam memberikan kerangka konseptual untuk mengkaji dan mengimplementasikan perlindungan sertapenangananhukumyangmanusiawidanberorientasipadapemulihanbagi anak korban narkotika.

I. [bookmark: _bookmark21]PenelitianTerdahulu


Tabel2.1PenelitianTerdahulu

	No
	NamaPeneliti
	Judul
	Fokus Penelitian
	MetodePenelitian

	1
	Sari (2021)
	Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penanganan AnakKorban Narkotika di
Kota X
	Penerapan keadilan restoratif padaanak korban narkotika
	Kualitatif,studi kasus

	2
	Putra (2020)
	Perlindungan Hukum terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Kasus
Narkotika
	Perlindungan hukum bagi anak dalam kasus narkotika
	Studikualitatif dengan wawancara

	3
	Dewi&Rahman (2019)
	PeranDiversidalamSistem Peradilan Pidana Anak
diIndonesia
	Efektivitas diversidalamsistem peradilan anak
	Metodecampuran (mixed methods)


Sumber: Peneliti2025


J. [bookmark: _bookmark22]KajianHukum Positif

Kajian hukum positif dalam penelitian ini berfokus pada berbagai peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur penegakan hukum terhadap anak korban narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga mengutamakan pemulihan, perlindungan, dan reintegrasi sosial.

1. [bookmark: _bookmark23]Undang-UndangNomor11Tahun2012tentangSistemPeradilan PidanaAnak
Undang-undang ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur bagaimana anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara khusus dan manusiawi di Indonesia. UU ini menegaskan prinsip perlakuan khususdenganmemberikanruangyangluasbagipenerapan keadilanrestoratif melalui mekanisme diversi dan mediasi. Dengan adanya diversi, anak yang berkonflik dengan hukum dapat diselesaikan di luar proses peradilan pidana formal untuk menghindari dampak negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap anak tidak hanya berorientasi pada sanksi, tetapi lebih pada pembinaan dan pemulihan.

2. [bookmark: _bookmark24]Undang-UndangNomor35Tahun2009tentangNarkotika

UUNarkotikamengaturberbagaitindakpidanaterkaitnarkotika,termasuk yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku maupun korban. Dalam penerapannya,undang-undanginimenegaskanbahwaanakyangterlibatdalam kasus narkotika harus mendapatkan perlakuan khusus, terutama melalui rehabilitasi medis dan sosial. Ketentuan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan keadilan restoratif sebagai bagian integral dari proses penegakan hukum,gunamemastikanbahwaanaktidakhanyamenghadapihukuman,tetapi juga mendapatkan pemulihan dan dukungan untuk kembali ke masyarakat secara positif.

3. [bookmark: _bookmark25]PeraturanMahkamahAgungNomor3Tahun2017tentangPedoman Sistem Peradilan Pidana Anak Berkeadilan Restoratif
Peraturan ini memberikan pedoman teknis pelaksanaan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Dalam aturan ini dijelaskan secara rinci mekanisme diversi, peran serta aparat penegak hukum, serta keterlibatan keluargadan masyarakat dalam prosespenyelesaianperkara anak. Peraturan ini menjadi landasan penting untuk mengimplementasikan prinsip- prinsip keadilan restoratif secara efektif, yang menitikberatkan pada penyelesaianyangtidakmerugikananakdanmendukungpemulihanhubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

4. [bookmark: _bookmark26]KonvensiHakAnak(ConventionontheRightsoftheChild -CRC)

Sebagai negara yang telah meratifikasi CRC melalui Keputusan Presiden No.36Tahun1990,Indonesiamengikatkandiripadastandarinternasionalyang memberikan jaminan perlindungan hak anak secara menyeluruh. Konvensi ini menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara adil, tidak diskriminatif, dan mendapat hak atas rehabilitasi serta reintegrasisosial.Prinsip-prinsipCRCmenjadilandasannormatifpentingyang memperkuat upaya nasional dalam menjamin perlakuan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Dengan demikian, kombinasi antara undang-undang nasional dan aturan internasional tersebut menciptakan kerangka hukum yang komprehensif untuk menanganianakkorbannarkotikadenganpendekatankeadilanrestoratif,sehingga penegakan hukum tidak hanya mengedepankan aspek hukuman, tetapi juga perlindungan, pemulihan, dan pengembangan anak secara optimal.

K. [bookmark: _bookmark27]KerangkaPemikiran

Penegakan hukum terhadap anak korban narkotika masih sering menggunakan pendekatan konvensional yang bersifat represif dan punitif. Pendekatan tersebut tidak efektif karena anak sebagai korban membutuhkan perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, bukan hanya hukuman. Oleh karena itu, pendekatan keadilan restoratifmenjadi alternatif yang lebih manusiawi dengan fokus pada pemulihan hubungan sosial, penguatan keluarga, dan pemberdayaan anak.

Namun, dalam praktiknya, penerapan keadilan restoratif menghadapi beberapa kendala, antara lain kurangnya pemahaman aparat hukum, stigma sosial terhadap anak korban narkotika, dan keterbatasan sarana rehabilitasi. Selain itu, regulasi hukum yang ada belum sepenuhnya mendukung implementasi keadilan restoratif secara optimal.

Dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, proses penyelesaian perkara anak korban narkotika diharapkan tidak hanya mengedepankan aspek hukum formal, tetapi juga memperhatikan aspek psikologis dan sosial anak. Pendekatan ini melibatkan dialog antara anak, keluarga, korban, dan masyarakat untuk mencapai pemulihan dan reintegrasi sosial yang lebih baik.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
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Sumber: Peneliti2025

BABIII

[bookmark: _bookmark28]METODEPENELITIAN
A. [bookmark: _bookmark29]Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis. penelitian normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji faedah-faedahataunorma-normayangsebagaitertulisdalamperaturanperundang- undangan.
Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunderbelaka,dapatdinamakanpenelitianbukumnormatifataupenelitianhukum kepustakaan.Penelitianhukumnormatifataukepustakaantersebutterdiridari:
1. Penelitianterhadapasas-asas hukum
2. Penelitianterhadapsistematika hukum
3. Sejarahhukum:
Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, serta sinkronisasi vertikal atas dokumen yang diteliti terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kriminologis dengan metode kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan restorative justice dalam penanganan tindak pidana anak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konteks sosial, hukum, dan budaya yang mempengaruhi implementasi restorative justice serta dampaknya terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana.

B. [bookmark: _bookmark30]SumberData
Sumber data adalah tempat di mana ditemukannya data penelitian. Sumber datadalampenelitianiniadalahwawancaranarasumberdandatakepustakaanyang memiliki relevansi dengan penelitian. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. DataPrimer

Datayangdiperolehmelaluiwawancaramendalamdenganberbagaiinforman, termasuk anak yang terlibat dalam tindak pidana, orang tua, petugas penegak hukum, mediator, dan pihak terkait lainnya yang memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang pelaksanaan restorative justice.
b. DataSekunder

Data yang diperoleh dari literatur, seperti buku, artikel ilmiah, dan laporan penelitian yang membahas tentang restorative justice, penanganan tindak pidana anak, serta kebijakan hukum yang relevan.


C. [bookmark: _bookmark31]TeknikPengumpulanData
Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan teknik tergantung dari masalah yang dihadapi atau yang diteliti.
Dalam penelitian Proposal Skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut

1. SifatPenelitian

Sifat penelitian dalam karya ilmiah ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitianyangmenggambarkanperistiwayangsedangditelitidankemudian menganalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
2. PendekatanPenelitian

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan tersebut beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.
3. JenisData

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran kepustakaan yang berupa literatur dan dokumen-dokumen yang ada, yang berkaitan dengan objek penelitian. Oleh karena itu, sumber penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan yang digunakan dalam metode penelitian ini mencakup :
a. Bahan hukum primer, prinsip restorative justice juga diatur dalam beberapa keputusan lain, seperti Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif; Undang- undangNomor11Tahun2012tentangSistemPeradilanPidanaAnak; UndangUUNo.1Tahun2023tentangKitabUndang-UndangHukum Pidana (KUHP) Pasal 54 yang mengatur pedoman pemidanaan; Undang-UndangNomor23Tahun2004tentangPenghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); Peraturan Pemerintah Nomor 65 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun. ; Peraturan Pemerintah RI Nomor43Tahun2017tentangPelaksanaanRestitusiBagiAnakYang MenjadiKorbanTindakPidana; PeraturanMahkamahAgungNomor
1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif; Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai badan hukum primer, seperti : doktrin para ahli, tulisan ilmiah, dan jurnal-jurnal.
c. Bahan hukum tersier, sebagai bahan pelengkap yang bisa memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus umum, kamus istliah hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.
D. [bookmark: _bookmark32]TeknikAnalisisData
Datayangterkumpulakandianalisismenggunakananalisistematik.Proses analisisinimelibatkanpengidentifikasiantema-temautamayangmunculdaridata, sertamengaitkannya denganteori dankonsepyangrelevandalam kriminologi dan hukumanak.Hasilanalisisinidiharapkandapatmemberikanpemahamanyang

lebih mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan restorative justice dalam penanganan tindak pidana anak, tantangan yang dihadapi, serta dampak yang ditimbulkan bagi anak dan masyarakat.

BABIV

[bookmark: _bookmark33]PEMBAHASAN
A. [bookmark: _bookmark34]GambaranUmunPenangananAnakKorbanNarkotikadi Kabupaten Karo
Peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu ancaman serius yang dihadapi bangsa Indonesia, termasuk daerah-daerah di luar kota besar seperti Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini, yang secara geografis memiliki banyak wilayah pedesaan dan kawasan yang masih terpencil, ternyata tidak luput dari dampak negatif peredaran gelap narkotika. Situasi ini memunculkan kekhawatiran yang semakin besar, terutama ketika yang menjadi korbandariperedarannarkotikatersebutadalahanak-anakyangberadadalammasa perkembangan fisik, mental, dan sosial.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karo tahun 2020 - 2025, tercatat sedikitnya 18 kasus anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, dengan rentang usia antara 13 hingga 17 tahun. Sebagian besar dari mereka tidak berperan sebagai pengedar, melainkan sebagai pengguna atau korban dari sistem peredaran narkotika yang manipulatif dan eksploitatif. Bentuk narkotika yang paling sering digunakan di antaranya ganja, sabu, dan pil ekstasi, yang didapatkan dari jaringan pengedar di sekitar wilayah Medan, Binjai, dan Deli Serdang.
Faktainimenunjukkanbahwapermasalahannarkotikatidaklagiterbataspada kalangan dewasa, tetapi telah merambah kelompok usia rentan seperti anak-anak dan remaja. Masuknya narkotika ke kalangan anak juga menandakan bahwa jaringan pengedar semakin menyasar anak sebagai pasar potensial, dengan memanfaatkan lemahnya sistem pengawasan sosial.

Terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan anak-anak di Kabupaten Karo terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, antara lain:
1. Lingkungan Sosial yang Tidak Mendukung. Banyak anak tinggal di lingkungan yang dekat dengan kegiatan ilegal seperti perjudian, minuman keras,danperedarannarkotika.Dalamkondisidemikian,anak-anakdengan mudahterpapardanakhirnyaikutterlibat.Lingkungansosialyangpermisif terhadapkejahatandannarkotikamenciptakansuasanayangtidakkondusif bagi tumbuh kembang anak secara sehat dan aman.
2. Rendahnya Pengawasan dan Pendidikan Keluarga. Peran keluarga sebagai bentengutamaperlindungananakseringkalitidakberjalanoptimal.Faktor ekonomi, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, atau ketidakhadiran orang tua karena merantau menjadi penyebab utama lemahnya kontrol keluarga.Anak-anakyangkurangmendapatkanperhatiandankasihsayang cenderungmencaripelarianataukompensasiemosionaldariluar,termasuk dalam bentuk penggunaan narkoba.
3. Pengaruh Teman Sebaya dan Gaya Hidup Bebas. Banyak kasus menunjukkan bahwa anak pertama kali menggunakan narkotika karena diajak oleh teman. Pada usia remaja, pengaruh teman sebaya sangat dominan dalam membentuk perilaku. Adanya dorongan untuk diterima dalamkelompokataudianggap‘keren’menjadikananakcenderungmeniru perilaku kelompoknya, termasuk jika hal tersebut berkaitan dengan konsumsi zat adiktif.
4. Tekanan Psikologis dan Trauma Masa Kecil.Beberapa anak korban narkotikadiKabupatenKaromengakumengalamitekananpsikiskarena

kekerasan dalam keluarga, pelecehan seksual, atau kehilangan orang tua. Dalam kondisi seperti itu, narkotika kerap dijadikan alat pelarian dari rasa sakit emosional dan tekanan hidup yang mereka alami
5. KurangnyaEdukasitentangBahayaNarkobadiSekolah.Edukasimengenai bahaya narkoba di sekolah-sekolah di Kabupaten Karo masih tergolong rendah dan belum menyentuh aspek psikologis serta sosial yang relevan dengan kehidupan anak. Sosialisasi yang hanya bersifat formal dan tidak berkesinambungan cenderung tidak efektif mencegah anak dari penyalahgunaan narkoba.
Penanganan anak korban narkotika di Kabupaten Karo melibatkan berbagai pihak seperti BNNK, Polres Karo, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Namun, implementasi penanganan ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga profesional(psikologanakdankonselor),sertaminimnyafasilitasrehabilitasianak yang ramah anak.
Dalam beberapa kasus, anak yang terlibat dalam narkotika justru ditahan dan diprosesseperti pelakukriminal dewasa,tanpa mempertimbangkanbahwa mereka adalah korban yang memerlukan pemulihan. Padahal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan adanya pendekatan khusus terhadap anak, termasuk melalui sistem diversi dan keadilan restoratif.
Beberapa tantangan utama dalam penanganan anak korban narkotika di Kabupaten Karo meliputi:
· Belummaksimalnyakoordinasiantarinstansipenanganananak

· Stigmamasyarakat terhadapanakpengguna narkotika

· Belumadanyapantirehabilitasikhususanakyangmemadaididaerah
· Kurangnyapendekatanberbasiskeadilanrestoratifpadatingkatpenyidikan dan penuntutan
Padahal,pendekatanberbasiskeadilanrestoratifsangatpentingagaranaktidak semakin terjerumus ke dalam dunia kriminal, tetapi justru dipulihkan dan dikembalikan ke masyarakat melalui proses edukatif dan terapeutik.
B. [bookmark: _bookmark35]PenerapanRestorativeJusticediKabupatenKaroTerhadap Anak Korban Narkotika
Kabupaten Karo merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Utara yang tidak luput dari permasalahan penyalahgunaan narkotika. Meskipun merupakan daerah pegunungan yang sebagian besar masyarakatnya hidup dari pertanian, peredaran narkotika di wilayah ini semakin marak dan mulai menyasar kalangan remaja serta anak-anak usia sekolah. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karo tahun 2023, terdapat 16 kasus anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, dengan rentang usia antara 13 hingga 17 tahun.
Pentingnya pendekatan restorative justice dalam penanganan anak-anak ini menjadi semakin relevan, mengingat bahwa sebagian besar dari mereka adalah korban dari lingkungan sosial yang tidak sehat, kurangnya pengawasan keluarga, dan tekanan pergaulan.
1. [bookmark: _bookmark36]KondisiAnakKorbanNarkotikadiKabupatenKaro
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, diketahui bahwa mayoritas anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Karo bukanlahpelakuataupengedar,melainkankorban.Merekabiasanyaterjerumus

karenaberbagaifaktoryangbersifatsosialdanpsikologis.Faktor-faktortersebutdi antaranya adalah ajakan teman sebaya, tekanan lingkungan, perpecahan dalam keluarga, dan minimnya pengawasan orang tua. Anak-anak ini umumnya berada pada rentang usia 13 hingga 17 tahun.
Mereka cenderung mencoba narkoba untuk menghindari stres atau masalah pribadiyangmerekahadapi.Beberapadiantaranyabahkantidakmenyadaribahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi hukum dan kesehatan yang serius.
“Anak-anak ini rata-rata tidak tahu konsekuensi dari narkoba. Mereka coba- coba, tapi lalu menjadi kecanduan. Kami lebih fokus pada pemulihan mereka melaluipendekatanrehabilitasidaripadapenghukuman,” (Wawancara dengan R.A., Petugas Rehabilitasi BNNK Karo, April 2025)
Lebihlanjut,R.A.jugamenjelaskanbahwamayoritasanakyangditanganioleh pihak BNNK menunjukkan gejala ketergantungan ringan hingga sedang. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penanganan mereka bersifat non- represif dan lebih menitikberatkan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
“Kami melihat pola umum bahwa anak-anak ini berasal dari keluarga yangkurangharmonis.Adayangorangtuanyabercerai,adapulayangorangtuanya sibukbekerjadananakdibiarkantanpapengawasan.Inimembuatmereka rentan	terhadap	pengaruh	buruk	lingkungan,” (Wawancara dengan R.A., Petugas Rehabilitasi BNNK Karo, April 2025) PernyataaninidiperkuatdenganinformasidarisalahsatupenyidikdiUnitPPA

Polres Tanah Karo yang menyampaikan bahwa sebagian besar kasus yang melibatkan anak sebagai pengguna narkotika lebih tepat diproses melalui pendekatan restorative justice dan bukan jalur pidana formal.
“Kamitidaksertamertamemproseshukumanak-anakini.Kaminilaidulu,bila anak terbukti hanya sebagai pengguna dan masih di bawah umur, maka akan kami arahkan ke proses diversi dan rehabilitasi. Tujuan kami bukan menghukum,tapimenyelamatkanmasadepanmereka,” (Wawancara dengan Bripka Melinda Br Ginting, Penyidik Unit PPA Polres Tanah Karo, April 2025)
Dari sisi sosial, dukungan masyarakat dan keluarga menjadi faktor penentu keberhasilanrehabilitasi.Namunkenyataannya,masihbanyakkeluargayang

merasa malu atau takut menghadapi stigma sosial sehingga enggan melaporkan anaknya atau mengikuti program pemulihan.
“Kadangorangtuatidakmauanaknyadibawakerehabilitasikarenatakutmalu dengan tetangga. Ini yang jadi tantangan.Padahal, kalau tidak ditangani, anak bisa makin terjerumus,”
(WawancaradenganIbuSariBrTarigan,KonselorBNNKKaro,April 2025)

Situasiinimenunjukkanbahwaanak-anakkorbannarkotikadiKabupatenKaro memerlukan pendekatan yang lebih manusiawi dan solutif, yang tidak hanya mengandalkanaspekhukum,tetapijugamemperhatikankondisisosial,psikologis, dan lingkungan keluarga mereka.
2. [bookmark: _bookmark37]TahapanPelaksanaanRestorativeJusticediKabupatenKaro
a. [bookmark: _bookmark38]ProsesAsesmenAwal
PelaksanaankeadilanrestoratifterhadapanakkorbannarkotikadiKabupaten Karodimulaidengantahapanasesmenawal.Asesmeninidilakukansegerasetelah anak tertangkap atau terindikasi terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Proses inidilakukanolehTimTerpaduyangterdiriataspenyidikkepolisian,tenagamedis, psikolog, pekerja sosial, dan pihak dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karo.
Tujuanutamadariasesmeniniadalahuntukmenentukanstatusanak—apakah murni sebagai korban pengguna narkotika, atau ada indikasi keterlibatan dalam peredaran narkotika. Selain itu, asesmen bertujuan untuk memahami kondisi psikologis dan sosial anak agar proses rehabilitasi dan reintegrasi dapat dilakukan secara tepat.
“Dari 16 anak yang kami tangani tahun lalu, 14 di antaranya adalah pengguna aktif. Hanya 2 anak yang diduga ikut dalam distribusi narkoba, itu pun karena tekanan ekonomi keluarga. Tapi semua kami arahkan untuk jalur rehabilitasi. Pendekatan restoratif kami anggap lebih cocok daripada langsung ke proses hukum,”
(WawancaradenganR.S.,KepalaSeksiRehabilitasi BNNKKaro,April 2025)


Dalam proses asesmen ini, anak akan melalui beberapa tahapan, termasuk tes medis (urin), wawancara psikologis, serta pendataan kondisi sosial-ekonomi oleh pekerja sosial. Penilaian ini sangat penting untuk menyusun rencana rehabilitasi yang sesuai dan mempertimbangkan kemungkinan penerapan diversi.
“Kami berusaha membedakan dengan jelas antara pelaku dan korban. Kalau anak tersebut masih usia sekolah dan terbukti hanya pengguna pasif, kami langsung rekomendasikan jalur restoratif. Jangan sampai mereka dirusak oleh system peradilan yang keras,”
(Wawancara dengan Brigadir R.T., Unit Perlindungan Anak Polres Tanah Karo, Mei 2025)

“Kami selalu libatkan orang tua dalam asesmen awal. Mereka harus tahu kondisi anaknya, dan juga ikut bertanggung jawab dalam proses pemulihan. Keluargayangkooperatifbisamempercepatrehabilitasianak,” (Wawancara dengan Maria Br Tarigan, Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Karo, Mei 2025)


Selainitu,pihakkepolisianjugamenyatakanbahwaasesmendilakukansecara humanisdanmenghindari pendekatanrepresif.Anak-anaktidaklangsungditahan, melainkan ditempatkan dalam pengawasan sementara sambil menunggu hasil asesmen dan keputusan bersama dalam forum diversi.
“Kami punya SOP yang cukup ketat dalam menangani anak. Anak yang terbuktitidak terlibat jaringan dan hanyapengguna akan kami dorong ke jalur non-litigasi.Inipentingsupayaanak-anaktidaktrauma,” (Wawancara dengan Aipda R. Sembiring, Satresnarkoba Polres Tanah Karo, Mei 2025)

Dari hasil asesmen selama dua tahun terakhir, BNNK Karo mencatat bahwa mayoritas anak yang tertangani berada dalam kategori pengguna ringan sampai sedang, dan sebagian besar mengalami masalah keluarga atau pergaulan bebas sebagai faktor pemicu.
“Anak-anak ini sebenarnya butuh perhatian, bukan hukuman. Sayangnya, beberapadarimerekamengalamipengabaiandalamkeluarga.Adayangorang tuanyabekerjadiluarnegeri,atauadapulayangtinggal 39ersamanenek.Jadi,

mereka	mencari	pelarian	lewat	narkoba,” (Wawancara dengan S. Ginting, Psikolog Anak dari Mitra Rehabilitasi Karo, April 2025)


Dengan pendekatan asesmen terpadu ini, Kabupaten Karo menunjukkan keseriusannya dalam membangun sistem yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjunjung nilai kemanusiaan dan perlindungan hak anak. Asesmen yang komprehensif menjadi titik awal penting bagi keberhasilan penerapan keadilan restoratif secara utuh dan efektif.
b. [bookmark: _bookmark39]Diversidanrehabilitasi
Setelahproses asesmenawal dilakukandan anak dinyatakan sebagai korban penggunanarkotika,makalangkahberikutnyadalampenerapankeadilanrestoratif adalah pelaksanaan diversi. Diversi merupakan upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan melalui kesepakatan antara berbagai pihak yang berkepentingan.
Proses diversi biasanya difasilitasi melalui forum mediasi yang melibatkan keluargaanak,penyidikkepolisian,pekerjasosial,konselordariBNNK,sertatokoh masyarakat atau lembaga perlindungan anak. Tujuan utama dari diversi ini adalah mencarikesepakatanterbaikdemikepentingananak,terutamadalamhalpemulihan dan reintegrasi sosial.
“Sebagianbesarorangtua awalnyamaludantakut,apalagi karena stigmadari lingkungansekitar.Tapisetelahkitaberipemahamanbahwainibukansoalaib, melainkanpemulihan,merekaakhirnyamendukungpenuhanaknyauntukikut rehabilitasi.”
(WawancaradenganM.T.,PekerjaSosialDinasSosialKaro,Mei2025)
“KamidariLPA(LembagaPerlindunganAnak)Karobiasanyadiundangdalam forum diversi, baik di Polres maupun BNNK. Kami pastikan prosesnya transparan, tidak intimidatif, dan anak tetap bisa mengakses hak-haknya, seperti	pendidikan	selama	masa	rehabilitasi.” (Wawancara dengan S.H., Pendamping Anak dari LPA Karo, Mei 2025)


Dalam forum diversi ini, keputusan rehabilitasi umumnya diambil secara musyawarahmufakat.Anakyangtelahdisepakatiuntukmenjalanirehabilitasiakan diarahkan ke lembaga rehabilitasi yang telah bekerja sama dengan pemerintah daerah,sepertiBalaiRehabilitasiBNNdiMedanataupusatrehabilitasiswastayang terverifikasi.
“SayadifasilitasiikutrehabilitasikeMedan.Awalnyaberatkarenasayamerasa dijauhi teman-teman, tapi di sana saya belajar banyak. Sekarang saya ikut pelatihanmekanik,danbisabantudibengkelsepupusaya.” (Wawancara dengan R., anak korban narkotika, usia 16 tahun, Mei 2025)

Beberapa anak lainnya juga mengaku mengalami perubahan sikap dan cara pandang setelah menjalani rehabilitasi. Mereka tidak hanya disembuhkan dari ketergantungan narkoba, tetapi juga diberikan keterampilan hidup, pendidikan keagamaan, dan pelatihan vokasional untuk masa depan yang lebih baik.
“Kami pantau perkembangananak pasca-rehabilitasi selama minimal 6 bulan. Tujuannya agar mereka tidak kambuh dan bisa kembali sekolah atau kerja. Beberapabahkanjadirelawanpenyuluhandisekolah,” (Wawancara dengan D. Sembiring, Konselor Rehabilitasi BNNK Karo, Mei 2025)


Pemerintah daerah, dalam hal ini BNNK dan Dinas Sosial Kabupaten Karo, juga berperan penting dalam memfasilitasi transportasi, administrasi, dan pendampingan anak selama masa rehabilitasi. Hal ini menunjukkan adanya komitmen bersama dalam mendorong pemulihan anak secara komprehensif.
Proses diversi dan rehabilitasi terhadap anak korban narkotika di Kabupaten Karoterbuktimenjadilangkahyangefektifdanmanusiawidalamsistempenegakan hukum berbasis keadilan restoratif. Dengan melibatkan berbagai pihak seperti keluarga, aparat hukum, dan lembaga sosial, pendekatan ini berhasil mengalihkan fokus dari penghukuman ke pemulihan.

Pelaksanaan diversi tidak hanya memberikan ruang dialog dan kesepakatan bersama, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi anak untuk menjalani rehabilitasi secara terarah dan terukur. Hasilnya, banyak anak yang mengalami perbaikan kondisi mental, sosial, dan keterampilan hidup.
Penerapan pendekatan ini memperlihatkan bahwa sistem peradilan anak di Kabupaten Karotelah bergerakmenuju model yanglebih berpihak pada hakanak, danmembukaharapanuntukmasadepanyanglebihbaikbagigenerasimudayang sempat tersesat dalam lingkaran narkotika.
c. [bookmark: _bookmark40]Pemulihandanreintegrasi Sosial
Setelahmenyelesaikanmasarehabilitasiselama3hingga6bulan,anak-anak korban penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Karo tidak langsung dilepaskan begitu saja ke masyarakat. Proses reintegrasi sosial dilakukan secara bertahap dengan pendampingan intensif dari berbagai lembaga, seperti Pusat Pelayanan Terpadu PemberdayaanPerempuan danAnak (P2TP2A), Forum Anak Kabupaten Karo, serta relawan dari komunitas peduli anak.
Pendampingan ini mencakup kunjungan berkala ke rumah anak, pembinaan rohani, konseling lanjutan, serta penghubungan anak dengan kegiatan positif di sekolah atau komunitas. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan anak tidak kembali terjerumus ke lingkungan yang sama dan dapat menjalani kehidupan normal kembali.
“Kami mengunjungi anak-anak secara berkala, terutama yang keluarganya tergolongrentan.Adayangsudahkembalisekolah,adajugayangmemilihikut pelatihanketerampilansepertimenjahit,servismotor,danpelatihankomputer. Merekatetapkamipantausampaibenar-benarmandiri.”(Wawancara dengan Y.N., Koordinator Forum Anak Kabupaten Karo, Mei 2025)
Sekolahjuga memainkanperanpentingdalam prosesreintegrasi ini.Beberapa

sekolah negeri maupun swasta di Kabupaten Karo telah bekerja sama dengan BNNK dan Dinas Pendidikan untuk menerima kembali anak-anak yang pernah menjalani rehabilitasi, dengan memberikan pelatihan khusus kepada guru untuk mendampingi anak dengan latar belakang trauma atau masalah sosial.
“Di sekolah kami, ada dua anak mantan pengguna narkoba yang kini kembali belajar. Kami tidak membeda-bedakan mereka. Bahkan, guru-guru kami sudah mendapat pelatihan dari DinasPendidikandan psikologagar bisamenanganianak dengan latar belakang khusus. Dukungan ini sangat penting agar mereka tidak merasa terasing.”
(WawancaradenganKepalaSekolahSMKNegeriX,Kabanjahe,April2025)

Namun,prosesreintegrasisosialinitidakselaluberjalanmulus.Beberapaanak menghadapi stigma dari lingkungan sekitar, termasuk dari sekolah atau tetangga. Dalam kasustertentu,pihakBNNKharusturuntanganuntukmemfasilitasi proses pindahsekolahataupenempatanpelatihanalternatifbagianakyangditolakkembali ke lingkungan lamanya.
“Sayaawalnyaditolaksekolahlamakarenagurudanorangtuamuridtahu saya pernah ikut rehabilitasi. Tapi setelah dibantu oleh pihak BNNK, saya dipindahkan ke sekolah lain dan diterima baik. Sekarang saya sudah kelas 11 dan ikut ekskul futsal juga.”
(WawancaradenganM.L.,anakkorban,17tahun,Mei 2025)

Untukmengatasistigmatersebut,ForumAnakdanP2TP2Ajugamengadakan programedukasimasyarakatdidesa-desadansekolahtentangpentingnyamemberi kesempatankeduabagianak-anakmantankorbannarkotika.Kegiataninibertujuan untuk membangun lingkungan sosial yang suportif dan mencegah diskriminasi.
“Kami lakukan penyuluhan di beberapa desa dan sekolah. Tujuannya agar masyarakat paham bahwa anak-anak ini bukan penjahat, mereka adalah korban. Kalau terus dikucilkan, mereka bisa kembali tergelincir. Kami ingin mereka diterima, bukan dijauhi.”
(Wawancara dengan T. Ginting, Relawan Sosial dan Penyuluh BNNK, Mei 2025)

Beberapaanakbahkantelahmenunjukkankemajuanyangmembanggakan.

Ada yang melanjutkan sekolah hingga lulus, ada yang membuka usaha kecil, dan beberapalainnyamenjadirelawandalamprogramedukasianti-narkobadisekolah- sekolah.
ProsesreintegrasisosialpascarehabilitasidiKabupatenKaromenjadibagian pentingdalamkeberhasilanpendekatankeadilanrestoratifbagianakkorbannarkotika.Pendekatanyangmenyeluruh,melibatkanlembagapendidikan, komunitas,dankeluarga,menunjukkanbahwapemulihananaktidakhanyaberhenti di tahap rehabilitasi medis, tetapijuga mencakup pemulihan sosial danemosional. Meskipun terdapat tantangan seperti stigma dan penolakan dari lingkungan,upayakolaboratifdariBNNK,DinasSosial,ForumAnak,sertalembagapendidikan telah membuka ruang bagi anak-anak ini untuk kembali menata masa depanmereka.Keberhasilanbeberapaanakdalammelanjutkansekolahdan mengikutipelatihanvokasionalmenjadibuktibahwadengandukunganyangtepat, anak-anakkorbannarkotikadapatpulihdankembalimenjadibagianproduktif dari
masyarakat.

d. [bookmark: _bookmark41]FaktorPenghambat
Meskipun pendekatan restorative justice terhadap anak korban narkotika di Kabupaten Karo menunjukkan kemajuan signifikan, implementasinya masih menghadapiberbagaikendalayangcukupkompleksdilapangan.Kendala-kendala ini tidak hanya bersifat struktural dan kelembagaan, tetapi juga mencakup faktor sosial dan budaya masyarakat setempat.
1. StigmaSosialdanKurangnyaPemahaman Masyarakat

Salahsatuhambatanterbesardalampenerapankeadilanrestoratifadalahmasih kuatnyastigmasosialterhadapanakyangpernahterlibatdalampenyalahgunaan

narkotika. Anak-anak yang telah menjalani rehabilitasi kerap dipandang negatif oleh lingkungan sekitar, bahkan oleh guru atau teman sebaya di sekolah.
“Tidak semua anak bisa langsung diterima kembali di lingkungannya. Ada yang diejek, dikucilkan, bahkan ditolak kembali ke sekolahnya. Padahal mereka sudah melalui rehabilitasi dan layak diberi kesempatan kedua.” (Wawancara dengan M.Y., Konselor Rehabilitasi Yayasan Hidup Baru, Medan, Mei 2025)

Stigma ini sering kali diperparah oleh kurangnya edukasi masyarakat tentang perbedaan antara pengguna dan pengedar narkoba, serta manfaat dari program rehabilitasi berbasis keadilan restoratif.
“Masihadawargayangmenganggaprehabilitasiitusamadenganmemanjakan anak. Mereka tidak paham bahwa ini bukan soal lunaknya hukum, tapi soal menyelamatkangenerasimudayangmenjadikorban.” (Wawancara dengan L.P., Tokoh Adat Simpang Empat, Mei 2025)

2. KeterbatasanFasilitasRehabilitasiAnak
Fasilitas rehabilitasi khusus anak di Kabupaten Karo masih sangat terbatas. Dalam beberapa kasus, anak harus dikirim ke Medan atau kota besar lain untuk menjalani rehabilitasi, yang tentunya membutuhkan biaya dan logistik tambahan.
“Di Kabupaten Karo sendiri belum ada fasilitas rehabilitasi anak yang memadai. Kami terpaksa kirim ke Medan, dan ini sering jadi kendala, apalagi kalau orang tuanya tidak mampu.”
(WawancaradenganD.T.,StafRehabilitasiBNNKKaro,Mei2025)

3. Kurangnya SumberDayaProfesional

Penerapan pendekatan restoratif memerlukan keterlibatan tenaga profesional seperti psikolog anak, konselor, dan pekerja sosial. Namun di Kabupaten Karo, jumlah tenaga tersebut masih sangat terbatas, khususnya di tingkat kecamatan dan desa.
“Kami hanya punya satu psikolog yang melayani seluruh kabupaten. Jadi antreannya panjang. Belum lagi kalau kasusnya mendesak, kadang kita harus improvisasi dengan tenaga pendamping yang belum sepenuhnya terlatih.” (WawancaradenganMariaBrTarigan,PekerjaSosialDinsosKaro,Mei

2025)

4. MinimnyaPemahamanAparatDesadanPeran Komunitas
Sebagian aparat di tingkat desa belum memiliki pemahaman yang cukup tentang konsep restorative justice. Akibatnya, penanganan awal terhadap anak korban narkotika kadang bersifat represif atau tidak sesuai prosedur.
“Sayapernahtemukankasusdimanaanaklangsungdipermalukandibalaidesa sebelumdiserahkankepihakberwenang.Padahalanakitubutuhperlindungan, bukan hukuman sosial.”
(WawancaradenganS.H.,PendampingLPAKaro,Mei2025)

5. Keluarga yangTidak KooperatifatauTidak Mampu

Kondisiekonomikeluargaseringmenjadipenghambat.Tidaksemuaorangtua mampu mendukung anak menjalani rehabilitasi, baik karena biaya transportasi, waktu, maupun minimnya pengetahuan tentang proses hukum yang sedang berjalan.
“Ada orang tua yang malah menyerahkan sepenuhnya ke pihak kepolisian. Merekamerasamalu,atautidaktahuapayangharusdilakukan.Padahaldukungan keluarga sangat penting.”
(Wawancara dengan Aipda R. Sembiring, Satresnarkoba Polres Tanah Karo, Mei 2025)

Penerapan keadilan restoratif terhadap anak korban narkotika di Kabupaten Karomasihdihadapkanpadatantanganyangtidaksedikit.Kendala-kendalaseperti stigma sosial, keterbatasan fasilitas dan tenaga profesional, serta kurangnya pemahaman aparat dan masyarakat menjadi penghambat signifikan dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi anak.
Namun,tantangan-tantanganinibukantanpasolusi.Edukasipublik,penguatan kapasitasaparatlokal,peningkataninfrastrukturrehabilitasi,sertakolaborasilintas sektor menjadi kunci untuk mengatasi hambatan tersebut. Dengan komitmen bersama,sistemkeadilanrestoratifyangmanusiawidanberkelanjutanbagianak

korbannarkotikasangatmungkindiwujudkandiKabupatenKaro.

PenerapanrestorativejusticediKabupatenKaroterhadapanakyangmenjadi korban penyalahgunaan narkotika telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dan memberi harapan baru dalam penegakan hukum yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan. Pendekatan ini secara nyata mampu menyelamatkan anak-anak dari jeratan hukum formal yang berpotensi merusak masa depan mereka, serta memberikan alternatif pemulihan yang bersifat menyeluruh, baik secara psikologis, sosial, maupun pendidikan.
Keberhasilan implementasi ini tidak terlepas dari peran aktif berbagai pihak, seperti Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karo, kepolisian, dinas sosial, lembaga perlindungan anak, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan, yangsecara bersama-sama membangunsistem dukunganlintassektor.Koordinasi antarlembagainimenjadikuncipentingdalamprosesasesmen,diversi,rehabilitasi, hingga reintegrasi sosial anak.
Selain itu, keterlibatan aktif keluarga dalam proses pemulihan menjadi aspek fundamental dalam keberlanjutan rehabilitasi. Dukungan keluarga dapat mempercepat proses pemulihan mental dan perilaku anak, serta memperkuat semangatmerekauntukbangkitdankembalimenjalanikehidupanyanglebihbaik. Di sisi lain, peran komunitas dalam menerima dan mendampingi anak pascarehabilitasi sangat membantu proses adaptasi sosial dan mengurangi risiko kekambuhan.
Meskimasihmenghadapisejumlahkendalasepertistigmasosial,keterbatasan fasilitas rehabilitasi, dan kurangnya tenaga profesional, komitmen dan semangat kolaboratifdiKabupatenKaromenunjukkanbahwapenerapankeadilanrestoratif

bukanhanyasekadarteori,melainkanpraktiknyatayangmampumembangunmasa depan anak-anak korban narkotika secara lebih inklusif dan berkeadilan.
Dengan terus memperkuat sinergi antaraktor, mengedukasi masyarakat, dan meningkatkan kapasitas layanan pendukung, diharapkan model ini dapat menjadi inspirasi dan rujukan bagi daerah lain dalam membangun sistem peradilan yang berpihak pada hak dan kepentingan terbaik anak.
C. [bookmark: _bookmark42]PeranKeluargadanMasyarakatdalamMendukungPemulihan Anak Korban Narkotika di Kabupaten Karo
1. [bookmark: _bookmark43]PentingnyaDukunganSosialdalamPemulihanAnak
Pendekatanrestorativejusticemenempatkanpemulihananaksebagaiintidari keadilan, bukan sekadar penghukuman. Dalam hal ini, keberhasilan rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkotika tidak hanya bergantung pada mekanisme formal seperti hukum dan program medis, tetapi sangat ditentukan oleh dukungan sosial berkelanjutan dari keluarga inti dan komunitas sekitar. Lingkungan yang suportif memungkinkan anak merasa diterima, dihargai, dan dibimbing untuk kembali ke jalur kehidupan yang sehat dan bermakna.
Salahsatutemuanlapanganmenyatakanbahwaanakyangkembalikerumah yang penuh konflik atau lingkungan sosial yang menolak mereka memiliki kemungkinan tinggi untuk mengalami relapse.
“Anak-anakitusangat sensitifsetelahrehabilitasi.Kalaumereka kembali ke rumah yang penuh pertengkaran atau lingkungan yang mencibir, proses pemulihan bisa gagal,”
(WawancaradenganS.Ginting,PsikologAnak,April 2025)
2. [bookmark: _bookmark44]PeranKeluargadalamProsesPemulihan
Keluargamemainkanperanyangsangatmenentukandalamtahappemulihan. Dukungan emosional, komitmen dalam mendampingi proses rehabilitasi, dan kemampuankeluargadalammenciptakanlingkunganrumahyangsehatadalah

faktorutama keberhasilanreintegrasi anakke masyarakat.

“Sebagianbesaranakyangberhasillepasdarinarkobaadalahyangmendapat dukungan penuh dari orang tuanya. Keluarga yang terbuka dan tidak menghakimi sangat berperan,”
(WawancaradenganM.P.,PsikologKlinisAnak,Mei2025) Contoh peran aktif keluarga antara lain:
· Mengikutisesikonselingbersamaanakditempatrehabilitasiuntuk membangun komunikasi terbuka.
· Membatasi akses anak ke lingkungan berisiko tinggi,seperti temansebaya pengguna narkoba.
· Menunjukkan dukungan konkret, seperti merayakan kemajuan kecil yang dicapai anak setelah keluar dari rehabilitasi.
Namun, beberapa kasus menunjukkan bahwa tidak semua keluarga mampu menjalankan peran tersebut secara optimal.
“Saya awalnya merasa malu dan kecewa. Tapi setelah ada kunjungan dari pihakDinasSosialdanpenyuluhandariBNNK,sayamulaisadar.Anaksaya lebihbutuhdiselamatkandaripadadimarahiterus,” (Wawancara dengan R.A., Ibu dari korban, Kabanjahe, Mei 2025)

“Ada juga orang tua yang tidak tahu harus bagaimana. Mereka bingung, karena ada yang juga hidup dalam kondisi ekonomi buruk atau bahkan menjadi	pengguna	juga,” (Wawancara dengan Y. Sembiring, Petugas Konseling BNNK Karo, Mei 2025)
3. [bookmark: _bookmark45]PeranMasyarakatdalamReintegrasiSosialAnak
Masyarakat adalah wadah yang menentukan apakah anak akan diterima kembali atau ditolak. Dukungan masyarakat melalui sekolah, tempat ibadah, dan lembagaadatberperanbesardalammemperkuatmotivasianakuntuktidakkembali ke penyalahgunaan.
Bentukdukunganmasyarakat antaralain:

· Penerimaankembalianakdi sekolahtanpa labelisasi.

· Pemberian pelatihan keterampilan untuk mengisi waktu dan membangun masa depan.
· Kegiatansosialkomunitasyangmendoronginteraksisehatantaraanakdan lingkungannya.
“Kami tidak serta-merta mengeluarkan anak dari sekolah. Jika dia menunjukkan komitmen ikut rehabilitasi dan ada rekomendasi dari BNNK, maka kami bantu dia kembali bersekolah,”
(WawancaradenganKepalaSMPNegeriBerastagi,April 2025)

“Kami ajak anak-anak yang baru selesai rehabilitasi ikut ronda, bersih desa, atau acara gereja. Tujuannya biar mereka merasa berguna dan diterima,” (Wawancara dengan Lurah Lau Cimba, Mei 2025)
Namun,resistensimasyarakatjugamasihdirasakan.

“Masihadaorangtuayangmelaranganaknyabertemandengananakmantan pengguna. Mereka bilang takut ketularan, padahal anak itu sudah sembuh,” (Wawancara dengan M.S., Warga Desa Tiga Binanga, Mei 2025)

4. [bookmark: _bookmark46]PeranLembagaSosialdanOrganisasiPemuda
Lembagasosialdanorganisasiberbasisanakdanremaja,sepertiForumAnak Kabupaten Karo, Karang Taruna, serta LSM lokal, turut berkontribusi penting dalam membangun jembatan komunikasi dan pendampingan sebaya bagi anak korban narkotika.
Peranyang merekamainkan antaralain:

· Melakukankampanye kesadarananti-narkoba di sekolahdanmedia sosial.

· Memberipendampinganpsikologisinformaldari temansebaya.
· Menjadipenghubungantaraanak,keluarga, danpihak profesional.



“Anak-anak yang habis rehab kadang malu curhat ke orang tua atau guru. Tapi kalau ke kami—sesama remaja—mereka lebih terbuka. Forum Anak punya peran besar di situ,”
(WawancaradenganD.R.,Anggota ForumAnakKaro,Mei 2025)

5. [bookmark: _bookmark47]TantangandalamPelibatanKeluargadanMasyarakat
Meskipunberbagai pihaktelahmenunjukkaninisiatifpositif,masihterdapat kendala serius dalam optimalisasi peran keluarga dan masyarakat:
1. Minimnyaedukasitentangrehabilitasi dankeadilanrestoratif.

2. Masihkuatnyastigmasosialterhadapanakpenggunanarkotika, bahkan setelah mereka dinyatakan pulih.
3. Keterbatasansumberdaya,sepertikonseloranak,psikolog,dan tenaga penyuluh di tingkat desa.
4. Tidaksemuadesamemilikiprogramdukunganberbasiskomunitas, seperti peer group atau kelompok belajar pasca-rehabilitasi.
“Didesakamibelumadapenyuluhansoalkeadilanrestoratif.Jadi,kalauada anak yang pakai narkoba, langsung dicap rusak. Itu menyulitkan proses pemulihan,”
(WawancaradenganKepalaDesaKutaRakyat,Mei2025)

Peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung pemulihan anak korban narkotika di Kabupaten Karo terbukti sangat vital dalam keberhasilan pendekatan restorative justice. Keluarga berperan sebagai sistem pendukung emosional dan moralutama,sementaramasyarakatmembentukruangsosialyangmemungkinkan anak untuk kembali hidup normal dan produktif.
Meskiberbagaiinisiatiftelahdilakukan,tantanganmasihtetapada,terutama dalam hal menghapus stigma dan memperluas edukasi publik. Oleh karena itu, upaya sistematis seperti penyuluhan berbasis desa, pelatihan keluarga, dan pembentukan komunitas peduli anak menjadi kebutuhan yang mendesak. Kolaborasi lintas sektor—antara lembaga formal, tokoh adat, sekolah, dan organisasi pemuda—menjadi kunci dalam membangun lingkungan yang benar- benarramahdansuportifbagianak-anakyangsedangdalamprosespemulihan dari

penyalahgunaannarkotika.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara denganberbagaipihakterkait,sertatelaahdokumenhukumdandataempiris,dapat disimpulkan bahwa penanganan anak korban narkotika di Kabupaten Karo masih menghadapisejumlahtantangan,meskipunpendekatanberbasiskeadilanrestoratif sudah mulai diterapkan secara bertahap. Fenomena penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak menunjukkan kecenderungan yang memprihatinkan, di mana sebagian besar dari mereka merupakan pengguna aktif yang terjebak akibat pergaulan yang salah, tekanan teman sebaya, serta lemahnya fungsi pengawasan dari keluarga.
Pendekatankeadilanrestoratifdalamkonteksinimenempatkananaksebagai korban yang harus diselamatkan dan dipulihkan, bukan sebagai pelaku yang harus dihukum secara represif. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini menekankanpadaprosesrehabilitasimedisdansosial,disertaidenganketerlibatan aktif dari berbagai pihak, seperti BNNK, kepolisian, lembaga sosial, tenaga kesehatan, dan pendamping anak.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keluarga memegang peranan penting dalam mendukung proses pemulihan anak. Keluarga yang mampu memberikan dukungan emosional, pendampingan dalam proses rehabilitasi, serta lingkungan yang kondusif memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan anak dalamlepasdariketergantungannarkotika.Disisilain,masyarakatjugadituntut

untuk menciptakan ruang sosial yang terbuka dan tidak diskriminatif agar anak yang telah direhabilitasi dapat kembali berbaur dan tumbuh secara sehat, baik secara psikologis maupun sosial.


D. [bookmark: _bookmark48]UpayaPenegakanHukumagarPenerapanKeadilanRestoratif Berjalan Optimal
Penerapan keadilan restoratif terhadap anak korban narkotika di Kabupaten Karo merupakan suatu pendekatan yang tidak hanya menekankan pemulihan korban, tetapi juga memerlukan dukungan sistem hukum yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada pemulihan jangka panjang. Dalam rangka mengoptimalkan penerapan prinsip ini, diperlukan sejumlah upaya konkret dari berbagai lembaga penegak hukum dan pemangku kepentingan terkait.
1. [bookmark: _bookmark49]PenguatanPemahamandanKapasitasAparatPenegakHukum
Salahsatuhambatanutamadalampelaksanaankeadilanrestoratifadalahmasih rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip keadilan restoratif, khususnya dalam konteks anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, pelatihan dan bimbingan teknis yang bersifat berkelanjutan sangat dibutuhkan. Aparat kepolisian, kejaksaan, dan hakim anak perlu dibekali dengan pemahaman tentang bagaimana melakukan asesmen sosial, mengelolamediasidengankeluargakorban,sertamerancangalternatifpenanganan non-pemidanaan.
2. [bookmark: _bookmark50]PerluasanAksesterhadapLayananRehabilitasidanMediasi
Optimalisasi keadilan restoratif tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan layanan rehabilitasi yang layak dan fasilitas mediasi yang ramah anak. Saat ini, KabupatenKaromasihmenghadapikendalaketerbatasanfasilitasrehabilitasi

khususanak. Pemerintah daerah, melaluiDinasKesehatan dan DinasSosial, perlu memperluas jaringan layanan rehabilitasi yang terintegrasi dengan program perlindungan anak, termasuk penyediaan psikolog, konselor, dan pekerja sosial yang berpengalaman.
3. [bookmark: _bookmark51]KolaborasiAntar-InstansidanKeterlibatanMasyarakat
Upaya penegakan hukum berbasis keadilan restoratif akan berjalan optimal apabila terdapat kerja sama yang kuat antara lembaga-lembaga terkait, seperti BNNK, Polres, Kejaksaan, Dinas Sosial, dan lembaga pendidikan. Selain itu, keterlibatanmasyarakat,LSM,sertatokohagamadanadatdalamprosesreintegrasi sosial anak menjadi komponen penting. Partisipasi komunitas sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang suportif pasca-rehabilitasi.
4. [bookmark: _bookmark52]PenyusunanSOPdanPanduanTeknisPenangananAnakKorban Narkotika
DalamwawancaradenganpihakBNNKdanDinasSosial,ditemukanbahwa belum semua lembaga memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang baku terkaitpenanganananakkorbannarkobadenganpendekatanrestoratif.Olehkarena itu, diperlukan penyusunan panduan teknis yang jelas mengenai prosedur rehabilitasi,mekanismediversi,danpemantauanterhadappemulihananak.SOPini juga harus memperhatikan prinsip perlindungan anak, kerahasiaan identitas, serta pendekatan berbasis trauma healing.
5. [bookmark: _bookmark53]KampanyePublikdanEdukasiMasyarakat
Terakhir,upaya pentinglainnya adalahmeningkatkankesadaranmasyarakat tentang pentingnya mendukung anak korban narkoba melalui pendekatan pemulihan, bukan stigma. Kampanye publik, penyuluhan ke sekolah, pelatihan orangtua,dandiskusikomunitasharusmenjadibagiandaristrategipenegakan

hukum yang humanis dan partisipatif. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat menjadi garda terdepan dalam mendukung pemulihan dan mencegah anak terjerumus kembali dalam penyalahgunaan narkotika.

BABV

[bookmark: _bookmark54]PENUTUP
1. [bookmark: _bookmark55]Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan keadilan restoratif terhadap anak korban narkotika di Kabupaten Karo, dapat disimpulkan bahwa penanganan hukum terhadap anak yang terjerat dalam penyalahgunaannarkotikatelahmengalamipergeseranparadigmadaripendekatan yang bersifat represif menjadi pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif. Keadilan restoratif menjadi pilihan yang tepat dalam menangani anak korban narkotika karena pendekatan ini tidak hanya memperhatikan aspek hukum, tetapi juga aspek psikologis, sosial, dan moral anak.
Pendekatan ini telah mulai diimplementasikan di Kabupaten Karo melalui kerja sama lintas sektor, seperti Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK), Kepolisian, Dinas Sosial, lembaga rehabilitasi, serta lembaga pendidikan. Anak- anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika diarahkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial, bukan penahanan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan fasilitas rehabilitasi khusus anak, kurangnya pemahaman keluarga terhadap konsep keadilan restoratif, serta masih tingginya stigma masyarakat terhadap anak yang pernah menjadi pengguna narkotika.Faktor-faktorinimenghambatprosespemulihansecarautuh,baiksecara psikologis maupun sosial.
Dukungandarikeluargadanmasyarakatsangatmenentukankeberhasilan

pendekatan keadilan restoratif. Keluarga yang suportif serta masyarakat yang inklusif mampu mempercepat prosesreintegrasi sosial anak pasca-rehabilitasi. Oleh karenaitu,keberhasilanpenerapankeadilanrestoratiftidakhanyabergantungpada sistem hukum yang berlaku, tetapi juga pada sinergi antara semua elemen masyarakat.


2. [bookmark: _bookmark56]Saran
Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:
1. Kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait, diharapkan dapat lebih aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakatmengenai pentingnya pendekatan keadilan restoratif dalam menangani anak korban narkotika. Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi petugas BNNK, polisi, dan pendamping anak juga sangat diperlukan.
2. Kepada pemerintah daerah Kabupaten Karo, diharapkan dapat menyediakan fasilitasrehabilitasikhususanakyangmemadai,baikdarisegisarana,tenaga ahli, maupun anggaran. Pemerintah daerah juga dapat membentuk tim terpadu lintas sektor yang fokus pada penanganan anak korban narkotika secara komprehensif.
3. Kepadakeluargakorban,pentinguntukmenghilangkanrasamaludanstigma terhadap anak. Keluarga harus menjadi tempat pertama dan utama yang menerima anak dengan kasih sayang dan pendampingan agar proses pemulihan dapat berjalan dengan baik.
4. Kepada masyarakat umum, perlu adanya perubahan cara pandang terhadap anakyangterlibatpenyalahgunaannarkotika.Anakharusdipandangsebagai

korban yang membutuhkan pertolongan, bukan sebagai pelaku yang layak dijauhiataudikucilkan.Partisipasimasyarakatdalammendukungrehabilitasi dan reintegrasi sosial sangat penting untuk mencegah anak kembali terjerumus dalam lingkungan yang sama.
5. Kepada lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat, diharapkan dapat menciptakanlingkungan yang ramahanakdan turut serta dalammembentuk karakter anak pasca-rehabilitasi. Sekolah hendaknya menjadi tempat yang inklusif dan tidak mendiskriminasi siswa yang sedang menjalani proses pemulihan.
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LAMPIRAN
A.DaftarPertanyaan
1. UntukKepala BNNKKabupaten Karo
1. Bagaimana tren kasus penyalahgunaan narkotika pada anak di Kabupaten Karo selama tiga tahun terakhir?
2. Apa langkah-langkah BNNK dalam menangani anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika?
3. Apakah pendekatan keadilan restoratif telah diterapkan dalam penanganan anak korban narkotika?
4. ApatantanganyangdihadapiBNNKdalamprosesrehabilitasianak?
5. BagaimanabentukkerjasamaantaraBNNKdaninstansilaindalampenanganan anak korban narkoba?


2. UntukPenyidikSatresNarkoba PolresKaro
1. Apasajaprosedurhukumketikaanaktertangkapsebagaipengguna narkotika?
2. Apakahanakkorbannarkotikaselaludiproseshukumatauadaalternatiflain seperti rehabilitasi?
3. Sejauhmanapenyidikmenerapkanprinsipkeadilanrestoratifdalamproses penyidikan anak?
4. Apa kendala hukum atau teknis dalam menerapkan diversi atau restoratif justice pada anak korban narkoba?
5. Bagaimana kolaborasi antara kepolisian dengan BNNK dan Dinas Sosial dalam menangani anak?


3. UntukDinasSosial Kabupaten Karo
1. ApaperanDinasSosialdalammenanganianakkorbannarkotikadi Kabupaten Karo?
2. Bagaimanabentukpendampinganyangdiberikanterhadapanakselamadan setelah rehabilitasi?
3. Apakahadaprogramreintegrasisosialbagianakyangtelahselesai direhabilitasi?
4. Apatantanganterbesardalampemulihananaksecarasosialdanpsikologis?

5. Bagaimanaketerlibatankeluargadalamprosespemulihananak?


4. UntukLembagaPendidikan/Kepala Sekolah
1. Apakebijakansekolahterhadapsiswayangpernahmenjadikorban penyalahgunaan narkotika?
2. Bagaimanaupayasekolahdalammendukungpemulihandanreintegrasi anak setelah rehabilitasi?
3. Apakahadapelatihanguruataukonselingkhususbagisiswapenyintas narkotika?
4. Apabentukkerjasamasekolahdengan BNNatauinstansisosialterkait penanganan anak pengguna narkoba?
5. Bagaimana reaksi guru dan siswa lain terhadap anak yang kembali setelah rehabilitasi?


5. UntukAnak Korban(InisialSaja)
1. Kapandanbagaimana kamupertama kalimengenal narkotika?
2. Apaalasankamumenggunakannarkotikasaat itu?
3. Bagaimanaproseskamusampaiakhirnyadirehabilitasi?
4. Apapengalamanmuselamarehabilitasi?
5. Apaharapanmusetelahselesaimenjalanipemulihan?
6. Apa dukungan yang paling kamu butuhkan dari keluarga dan lingkungan saat ini?
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ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT BASED ON RESTORATIVE JUSTICE FOR CHILD
VICTIMS OF NARCOTICS IN KARO REGENCY

SRI WAHYUNI GINTING
(235114168)

Law enforcement toward children ‘involved in narcotics abuse represented a
serious challenge within the juvenile criminal justice system in Indonesia. In such
cases, children were not always the perpetrators of crime but were often victims of
damaged social environments, weak family supervision, and harmful peer
| influence. The objective of this research was to examine the implementation of
| restorative justice for child victims of narcotics in Karo Regency, as well as to
analyze the obstacles and solutions encountered in its application. This research
used a descriptive qualitative method with a socio-juridical approach. Data were
| obtained through in-depth interviews with informants from the Karo National
Narcotics Agency (BNNK), the Narcotics Unit of the Karo Police Resort, the
Social Service, educators, and children who had been victims of narcotics abuse.
In addition, this research also used secondary data in the form of laws and
regulations and other official documents. The results of the research showed that
4 the implementation of restorative justice in Karo Regency had been pursued
through rehabilitative approaches by BNNK and diversion efforts by the police.
However, its implementation had not been optimal due to limited resources, low
public and law enforcement awareness regarding the concept of restorative
Justice, and inadequate child rehabilitation facilities in the region. Nevertheless
collaboration between relevant institutions and a humanistic approach had

N provided positive impacts on the social and psychological recovery of the
children. Therefore, restorative justice approaches for child victims of narcotics in
Kgro Re pueed 10 be continuously strengthened, both through improving law

derstanding, providing adequate rehabilitation facilities, and
al support from famrller and commumities.





image6.jpeg
NIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK. No. : 181/DIKTI/Kep/2002
Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis : JI. Garu Il No. 93, Kampus Muhammad Yunus Karim - JI. Baru Il No. 02,
Kampus Abdurrahman Syihab : JI. Garu Il No. 52 Medan, Kampus Aziddin : JI. Medan Perbaungan Desa Suka Mandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam
Telp. (061) 7867044 Medan 20147 Home Page : http://www.umnaw.ac.id Email: info@umnaw.aci¢.ORM. F. 1

Kepada : Yth. Bapak/Ibu Ketua Program Studi
Perihal  : Permohonan Persetujuan Judul

Dengan hormat, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Sri Wahyuni Ginting

NPM :235114168
Jurusan/Prog. Studi  : Imu Hukum
Kredit Kumulatif
No. Judul yang diajukan Persetujuan

Penegakan Hukum dengan Keadilan Restoratif | A2c 1. §S,/0
1 terhadap Anak sebagai Korban Penyalahgunaan
Narkotika dengan Sistem Peradilan Pidana Anak .
%amg_wh lhy

Perlindungan Hukum Hak Tersangka dalam Proses

2 | Penyidikan Tindak Pidana oleh Penyidik Polri ditinjau b e
dari aspek HAM
K]
3 |Pertanggungjawaban  Pidana  Tindak  Pidana >(
Penyalahgunaan Kartu Kredit Orang Lain

Demikian permohonan ini disampaikan untuk pemeriksaan selanjutnya. Atas perhatian
Bapak/ Ibu diucapkan terimakasih.

Pewtsmion : Dv-sfahmk i jﬂa"""Pls“nMH-
fenges 1. Donande Japarat o, ..
Roy 2 D1 Munamm iz\ollch ot 1

¥ (Sri
Keterangan :
Dibbat rangkap 3 : - Asli untuk fakultas
\ N - Duplikat untuk Ketua Prodi
’ - Triplikat untuk arsip yang bersangkutan.
Catatan :

Paraf dan tanda ACC Ketua Program Studi pada lajur judul yang disetujui dan silang pada lajur yang ditolak.
Raogkap 3




image7.jpeg
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK. No. : 181/DIKTI/Kep/2002
Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis : JI. Baru Il No. 83, Kampus Muhammad Yunus Karim : JL. Baru If No. 02,
Kampus Abdurratiman Syihab : JI. Baru Il No. 52 Medan, Kampus Aziddin : JI. Medan Perbaungan Desa Suka Mandi Hilir Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam
Telp. (061) 7867044 Medan 20147 Home Page : http://www.umnaw.ac.id Email : info@umnaw.ac.id

FORM. F. 2

PERS AN UL SKRIPSI
Nomor : %‘Lp/:FH/ UWAWT A-25 /2094

Kepada
Saudara : Sri Wahyuni Ginting
Tempat, Tgl. Lahir  : Deli Serdang, 23 Mei 1986
NPM 1235114168
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Setelah mempertimbangkan usulan judul/topik skripsi yang telah saudara ajukan tanggal 15
April 2025 maka pihak fakultas berketetapan untuk memutuskan judul penelitian saudara :

Penegakkan Hukum dengan Keadilan Restoratif terhadap Anak sebagai Korban
Penyalahgunaan Narkotika dengan Sistem Peradilan Pidana Anak

]
Selanjutnya, diminta agar saudara menyusun proposal skripsi. Disampaikan bahwa,
judul/topik tersebut dapat disempurnakan dengan persetujuan kedua pembimbing, selama

secara substansial tidak dirubah.

Dr. Halimatul Maryani, S.H., MH. o | Bakti Harshap, S.H., M.H.
NIDN. 0120087804 NIDN. 0112097101

Tembusan :
- Asli Untuk Mahasiswa
- Copy pertinggal untuk fakultas




image8.jpeg
Tembusan :

UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK. No. : 181/DIKTI/Kep/2002
Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis : JI. Baru Il No. 93, Kampus Muhammad Yunus Karim : JI. Baru Il No. 02,
Kampus Abdurrahman Syihab : JI. Bar ll No. 52 Medan, Kampus Aziddin : J1. Medan Perhaungan Desa Suka Mantdi Hilie Kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakem
Telp. (061) 7867044 Medan 20147 Home Page : http://www.umnaw.ac.id Email : info@umnaw.ac.id

: 061s/UMNAW/FH /A.31/2045
: Satu set proposal

: Penghunjukan Pembimbing

Kepada Yth.
Saudara
Dr. Syahrul Bakti Harahap, S.H., M.H. (Pembimbing)
di-
Medan.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dengan ini saudara ditugaskan sebagai pembimbing dalam penyelesaian Proposal dan
Skripsi Saudara :

Nama : Sri Wahyuni Ginting

NPM 1235114168

Jurusan/Prog. Studi  : Ilmu Hukum

Dengan Judul :
Penegakkan Hukum dengan Keadilan Restoratif terhadap Anak sebagai Korban
Penyalahgunaan Narkotika dengan Sistem Peradilan Pidana Anak

Selanjutnya dipersilahkan Saudara menalaah dan menyempurnakan isi Proposal dan
Skripsi tersebut.

Khusus mengenai Judul/topik Proposal dan Skripsi dapat disempurnakan selama tidak
keluar dari substansi. Bimbingan dilakukan bab per bab dan draf ditulis oleh
mahasiswa.

Atas kesediaan Saudara membimbing mahasiswa kita tersebut diucapkan terima kasih.

Dr. Halimatul Maryani, S.H., M. H.
NIDN. 0120087804

1. Mahasiswa ybs.
2. Arsip fakultas.

Rangkap 2

FORM.F.3





image9.jpeg
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

SK. No. : 424/DIKTi/Kep/1996 dan SK. No. : 181/DIKTI/Kep/2002
Muhammad i

FORM. FU. 6

EKSPEDISI UNDANGAN UJIAN SARJANA

NAMA : Sri Wahyuni Ginting JURUSAN : llmu Hukum
NPM 235114168 : PROGRAM STUDI : Iimu Hukum
FAKULTAS : Hukum TANGGAL

No. Disampaikan Kepada

Tanda Tanga
_ Dlrmpalnkits ”.?fi%_e | Koo |
i 01 | Dr. Syahrul Bakti Harahap, S.H., M.H
1_02 Bonanda Japatani, $.H., M.H 1

03 | Dr. Muhammad Hizbullah, S.H.,MH

17| Kepata Biro Adm. Akademit

_TBioda(a Wisuda terlampir
5 |

1
TBim Wisuda terlampir
I
|1

Kepala Biro Adm. Umum

| i Kepala Biro Adm. Kemahasiswaan

:10 V\(’V‘

12

| 3

14

an. Panitia
Ujian

Nelly Tridawati Pohan, S.Kom
Catatan :

1. Dibuat rangkap 2 masing-masing untuk :
1. Kabag Ujian BAA
2. TU Fakultas

2. Penyampaian undangan menjadi

tanggung jawab mhs yang besangkutan. Rangkap 2




image10.jpeg
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

SK. No. : 424/DIKTI/Kep/1996 dan SK. No. : 181/DIKTI/Kep/2002
Kampus Muhammad Arsyad Thalib Lubis : JI. Garu I No. 83, Kampus Muhammad Yunus Karim - JI. Garw Ul No. 02,

Kampus Abdurrahman Syihab : JI. Baru i No. 52 Medan, Kampus Aziddin : JI. Medan Perbaungan Desa Suka Mandi Hiliv kec. Pagar Merbau, Lubuk Pakam
Telp. (061) 7867044 Medan 20147 Home Page : http://www.umnaw.ac.id Email : info@ umnaw.ac.id

FORM.FU.9

BERITA ACARA UJIAN
Nomor :329 /PAN/UMNAW/AII/20 ...

Pada hari ini gdf" tanggal M bulan f)"’w\ tahun Jy‘lﬁ—lfv o Ln

bertempat di ruang yudisium Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, panitia ujian sarjana
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah setelah :

Membaca - dsb.
Mendengarkan - dsb.
Memperhatikan - dsb.
Menimbang - dsb.
Memutuskan bahwa, Saudara :
Nama : Sri Wahyuni Ginting
Tempat, tanggal Lahir : Deli Serdang, 23 Mei 1986
NPM 1235114168
Fakultas : Hukum
Jurusan/Prog.Studi : Itmu Hukum
Dinyatakan : LULUS / TIDAK LULUS 9 W
2 lknganakor/nllax%(o/é/.glzsbmyudlmm ................. 9
Penguji
1. Dr. Syahrul Bakti Harahap, S.H., M.H..\ Dosen Saksi / Penc:
2. Bonanda Japatani, S.H,M.H. W‘——-'
3. Dr. Muhammad Hizbullah, S.H., M.H %
Dr. S¢ahrul Bakti Harahap, S.H., M.H
Ketua Program Studi
L(etua/An. Rektor Medan, .8 §...... 20 25
Wakil Rektor I Sekretaris / Dekan
aﬂﬂ% AL~
Prof. Dr. H. Anwar S.Ag.. M.Hum Dr. Halimatul Maryani. SH., MH
NIDN. 0107107101 NIDN. 0120087804

Rangkap 3




image11.jpeg
SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sri Wahyuni Ginting
NPM : 235114168
Jurusan/Program Studi : Hukum / llmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya :

.. Medan, 05 Mei 2025

¥ 'iVang Menyatakan

Sri Wahyuni Ginting
HP. 082235222286




image1.png
AL WASHLIYAH




image2.png
UMN
AL WASHLIYAH





